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KAIDAK HUKUM : Bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-undang No.
19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan su-
rat paksa, gugatan hanya dapat dizjukan kepada
. BPSP. Oleh karena itu Peradilan Tata Usaha Negara
tidak berwenang untuk memeriksa dan memu-
tuskannya.
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KLASIFIKAST = : Perpajakan

DUDUK PERKARANYA : Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah dalam
perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Ne-
gara berupa ; -

1. Surat Paksa yang diterbitkan Pelayanan Bea dan
" Cukai Tipe A Jakaita -
-~ Nomor : S-181/WBC.04/Kp.04/1999 tanggal
19 Febman 1999 (Bukti P-14A, T-13A,
~ 13B);
'~ Nomor : 'S-182/WBC. 04/K.p.04/1999 tanggal
""19 Februari 1999

e Nomor : $-183/WBC.04/Kp.04/1999 tanggal
- 19Februari il 999

~ Nomor : S-184/WBC.04/Kp.04/1999 tanggal
19 Februarx 1999;

11" Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat 1I
Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A
Tanjung Priok HI: .
~ Nomor " PAK-01/WBC.04/KP.03/1999 tang-

‘gal 17 Februari 1999,
~ Nomor : PAK-02/WBC.04/KP.03/1999 tang-
gal 17 Februari {999; '
— Nomor : PAK-03/WBC.04/KP.03/1999 tang-
gal 17 Februari 1999;
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111, Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat III
" Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A
Tanjung Prick 1T : _
.~ Nomor @ 969/WBC.04/KP.02/1999 tanggal 9
-+:Februari 1999;

| IV.Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat IV

* 'Kepala ‘Kantor Layanan Pajak Jakarta Tanah
Abang:
— Nomor : SP-00001832/WPJ. OSIK.P 0608/1999
tanggal 5 April 1999; o
- Nomor : SP-0000202/WPJ.05/KP.0608/1999
tanggal 28 April 1999,

PERTIMBANGAN HUKUM MA :

500

- Bahwa keberatan-keberatan ad 1 sampai dengan ad.

6 pada alasan kasasi dapat dibenarkan karena Pe-
ngadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta salah
menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai
benkut :

Bahwa menurut Pasal 37 Undang-undang No-

...mor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan

surat paksa gugatan hanya dapat diajukan kepada

BPSP (Badan Penyelesaian Sengketa Pajak) oleh
" karenanya bukan wewenang Peradilan Tata Usaha

Negara untuk memeriksa dan memutuskannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut
hukum positif yang berlaku, kompetensi absolut

‘memeriksa dan mengadili tentang penagihan pajak

tdengan surat paksa adalah pada Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak (BPSP), terlebih dalam Pasal 37
Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 telah secara
explisit ditegaskan dengan perkataan “hanya dapat
diajukan kepada BPSP ....”. Perummusan demikian
menunjukkan - bahwa masalah penagihan pajak
dengan surat paksa, terlepas dari persoalan apakah

~hal i ditinjau dari segi administrasi perpajakan
. atau hukum perpajakan pada umumunya, tidak dapat
.- ditangani oleh badan lain kecuali BPSP.
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AMAR PUTUSAN MA :

MENGADILI

Mengabuikan pennohonan kasasi dari Pemo-

hon Kasasi: :

1. KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN
CUKAITIPE A JAKARTA;

1. KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN
CUKAITIPE A TANJUNG PRIOK 11,

1L KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN
CUKAI' TANJUNG PFJOKII

IV.KEPALA KANTOR PEI_AYANAN PAJAK JA-
KAR'I‘A TANAH ABANG tersebut; .

Membatalkan putusan Pengad:lan nggl Tata

' Usaha Negara Jakarta tanggal 9 Desember 1999
. No. 157/B/1999/PT.TUN.JKT jo. putusan Pengadil-
an Tata Usaha ‘Negara Jakarta tanggal 13 Juli 1999

No. 025/G. TUN/I999[PTUN .TKT e
Dan Mengadili Sendiri - . = . 0

" Dalam Eksepsi :
_—, Menerima Eksepsi Tergugat! EI IH dan 1v;
“ Dalaty Pokok Perkara+

- Menyatakan guﬂatan Penggugat tldak dapat
dlter:ma B

_ Jé]_'cja;;t_a, November 2001
~Pembuat Kaidah Hukum,
td.
" Sri Kuswahyutin, SH.
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PUTUSAN

No. 91 K/TUN/2000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Négara dalam tingkat kasasi telah mengambil
putusan sebagai berikut dalam perkara : -

I. KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A JA-

s KARTA; berkedudukan: di- J1.” Angkasa No. 3 Kemayoran Jakarta
- ‘Pusat; LT e e
I, KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A
TANJUNG PRIOK I, berkedudukan di J1. Pabean No. 1 Tanjung
Priok Jakarta Utara;

MI. KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TANJUNG
PRIOK 11, berkedudukan di J1. Sulawesi Ujung No. 1 Tanjung Priok
Jakarta Utara;

IV. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA TANAH

ABANG, berkedudukan di JI, Penjernihan Raya Ujung No. 36 Jakarta
Pusat;

Keempatnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya -

1.

502

HARTONO, SH., Kepala bagian Bantuan Hukum Biro Hukum dan Humas
Departemen Keuangan.

TAMBOS M. NAIBORHU, SH., LL.M., Kepala Sub Direktorat Penyidik-

- an pada Direktorat Pencegahan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai;

DJANGKUNG SUDJARWADI, 8H., LL.M., Kepala Sub Direktorat Doku-
mentasi Peraturan Perpajakan dan Bantwan Hukum pada Direktorat
Jenderal Pajak;

SUGIRI BUDI SANTOSA, SH., Kepala Bagian Hukum Pzjak, Pabean dan
Cukai dan Perbendaharaan pada Bire Hukum dan Humas Departemen
Keuangan;

LIMAR MARPAUNG, SH., Kepala Sub Bagian Hukum [II pada Biro Hu-
lum dan Humas Departemen Keuangan;

OBOR P. HARIARA, SH,, PLT,, Kepala Sub BagianBantuan Hukum II
pada Biro Hukum & Humas Departemen Keuangan,
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7. TANTYO MEIRIANTO, SH., Kepala Unmsan® Pembuktian Perkara di
Peradilan Umum pada Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangar;

8. -SRI MULYO RAHARTANI, SH,, Plt. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum
‘ 1 pada Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan;

9. MANGIRING TAMBA, SH, Kepala Sub Seksi Pemberian Bantuan Hukum
pada Direlctorat Jenderal Pajak

10. YUDHA RAMELAN, SH., Kepala Umsan Berperkala di Pengadiian
Tinggi dan Mahkamah Agnng pada Biro Hukum dan I-Iumas Departemen
Keuangan;

11. HANA SI. KARTIKA, SH. LLM,, Kepala Urusan Berpekaxa di Pengadli-
an Negeri pada Biro Hukum dan Humas Departemeén Keuangan; -

12. SRI'SUNDARI, SH., Kepala Urusan Penelahaan Kasiis di Bidang Hukum
Publik pada Biro Flukum & Humas Departemen Keuangan; -

13. DIDIK HARIYANTO, ‘SI., Kepala Urusan Pembuktian Perkara di Peng-
adilan Tata Usaha Negara pada Bire Hukum dan Humas -Departemen
Keuangan; .

Kesemuanya berdomisili hulcum di Kantm Depmemen Keuangan Ji Lapangan
Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus :

No.425/8KU/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 8 April 1999 .
No.236/SKU/WBC.04/KP.03/1999 tanggal 8 April 1999
No. 0403/SKU/WBC 94/KP 0Z/99 tanggai 8 Aprli 1999
Ne. SKU—OZ/WBJ 05/KP. 06/99 tangeal 27 Apnl 1959

Pemohon Kasasi 1, 11, 111, Dan IV, dakulu Telgugatl H H] dan IV/Pembandmg
LI, 1, dan V.. :

i

Meliwan o

PT. TIMOR PUTRA NASIONAL diwakili Direktur Utamanya Drs SUHARTO

kewarganiegaraan Incionesm berkantor d! J! Medan Merdeka T;mur NG }7 Ja-
karta Pusat; o

Termohon Kasa51 dahulu Penggugatf’l‘ erbandmg
Mahkamah Agung tersebut -
Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa-sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat ‘telah
menggugat sekarang Pemohon Kasasi [, 11, 111, dan IV sebagai Tergugat I, 11, 111

dan IV di muka persidangan Pengad:lan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokek—
nya atas dalil :

Bahwa yang menjadi ob_]ek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Kepu—
tusan Tata Usaha Negara berupa : S
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1. Surat Paksa yang diterbitkan Tergugat 1 Kepala Kantor Pelayanan Bea dan
Cukai Tipe A Jakarta :

- Nomor : 5-181/WBC.04/KP.04/19%9 tanggal 19 Februari 1999 (Bukti P-
14 A T-13A, 13-B);

— Nomor : S-182/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999;
— Nomor : S-133/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999;
- Nomor : $-184/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999;
I Surét”Paksa'ya.ﬁg diterbitkan oleh Ter gugat 11 'Kepala Kantor Pelayanan Bea
. dan Cukai Tipe A Tanjung Priok III:
"~ Nomor : PAK-01/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februari 1999;
— Nomor : PAX-02/WBC.03/KP.04/19%99 tanggal 17 Februari 1999,
— Nomor : PAK-03/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februari 1999,
I71. Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat I1f Kepala Kantor Pelayanan Bea
dan Cukai Tipe A Tanjung Priok I :
— Nomor : 969/WBC.04/KP.02/1999 tanggal 9 Febrnari 1999;

IV.Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat IV Kepala Kantor Pelayanan
Pajak Jakaria Tanahk Abang:

— Nomor : SP-0000182/WPJ.05/KP. 0608/1999 tanggal 5 April 1999,
— Nomer : SP-0000202/WP1. OS/KP (608/1999 tanggal 28 April 1999;

Bahwa Surat Paksa Tergugat I T dan TII tersebut dxdasarkan Surat Direktur
Jenderal Bea dan Cukai No.8.951/BC/ 1998 tanggal 18 November 1998, perihal
Penagihan Bea dan Cukai No. 8,951/BC/1998 tanggal 18 November 1998, peri-
hal Penagihan Bea Masuk dan Pungutan Impor lainnya atas pemasukan Mobil
Sedan Timor atas nama PT. Timor Putra Nasional, yang difujukan kepada
Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok I dan I1I;

Bahwa dasar Surat Tergugat IV adalah Surat Menteri Keuangan No.
S.589/MK.0/1998 tanggal 13 November 1998, perihal pada pokoknya me-
merintahkan yang tersebut pada surat untuk melakukan penagihan dan penyele-
saian bea masuk dan Pajak Perusahaan yang memanfaatkan fasilitas mobil na-
sional. Menetapkan akan melakukan penagihan bea masuk dan pa_;ak—pa_‘ ak yang
terhutang,;

Surat Menteri Keuangan Nomor - 5.958/MK.01/1998 tanggal 13 November
1998 tersehut juga sebagai dasar Direltur Jenderal Bea dan Cukai menerbitkan
surat Nomor §.951/BC/1998 tanggal 18 November 1998;

Bahwa Surat Direltur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: S.951/BC/ 1993
tanggal - 18 November . 1998 dan Surat. Menteri Keuangan Nomor
$.958/MK.01/1998 tanggal 13 November 1998 didasarkan Surat Menteri Perin-
dustrian dap Perdagangan No.824/ MPP/B/1998 tanggal 7 Agustus 1998, perihal
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Mobil Timor, yang pada-pokoknya menetapkan Mobil Timor tidak memenuhi
petsyaratan-yang ‘dimaksud dalam Keputusan Presiden No. 42/1996 dan Kepu-
tusan Menteri Perindustrian dan Perdapgangan No.142/1996, juga dipermasalah-
kan Pajak-pajak yang terhutang dalam rapat Dispute Settlement Body WTO;

‘Bahwa dengan dikeluarkatmya Surat Keputusan Tergugat I, II III dem v
tersebut kepentmgan Penggugat dirugikan karena :

. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Kepumsan Menten Penggerak ‘Dana
Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 02/SK/1996 tang-
“gal'5 Maret 1996, ditetapkan untuk membaagun dan’ memproduks: mobil
" “nasional, yang’ hanya bertmdak selaku prm51pal bukan sebagzu arren tunggai
pemegang merk. '

2. Bahwa Penggugat memperoleh Pembebasan Bea Masu& dan PPn BM seba-
gaimana disebutkan dalam Keputusan Presiden Nomor 42 Tahwn 1986,
Instmksx Presiden Nomor 2 Tahun 1996, Surat Keputusan Menteri Perindus-
trian dan Perdagangan Noiior : i421MPP/Kep/6/ 1996 tanggal 5 Jum 1996,
Surat Keputusan Menteri Kenangan Nomor 404/KMK.01/1996;

3. Bahwa Surat Menteri Keuangan No. 598/MI\ 011’]998 bertentancan dengan
hukum pada wnumnya dan dengan Surat Menteri Permdusman dan Perda-
" gangan No. 269/MPP/2/1998 tanggal 23 Februari 1998 penhal pada pokok
surat Pembebasan Bea Masuk dan PPn BM atas impor mobli szor pada
khususnya sebab '

a.— Surat Menterz Permdustrian dan Perdacangan terdahu!u No 269/
' MPP/2/1998 merupakan kebijaksanaan yang sah yang mengacu kepada
fakta-fakta di lapangan yaitu dengan telah dimulainya }’embangunan
:Pabrik Mobil Nasional Sedan Timor di Cikampek vang sampai saat ini
=telah melakukan ‘investasi sebesar USD.413.75 _}uta clan disampmg xtu

+ mengacu kepada Hasil Audit PT::8icofindo;

— Surat tersebut didasarkan pula kepada pertunbangan adanya i\ebanggaan
nasional yaitu keinginan Bangsa Indonesia untuk -mempunyai: Pabnk

- -...Mobil Nasional dalam rangka menghadapi-era globalisasi; .

b. Bahwa surat Menteri Perindustrian dan Perdarigan No: 269/MPP/2/ 2998
tersebut merupakan kebijaksanaan vang sah dan memberikan atau me-
nimbulkan hak dan membebaskan suatu i\ewajiban bagi orang sehmgoa
tidak dapat dikesamipingkan olehi siapa saja, dankarena surat tersebut ti-
dak memuat veiligheid cluusule maka tidak dapat disingkirkan.

¢. Bahwa dalam Rapat Dispute Settlement Body-WTO tidak’ pemah diper-
masalahkan soal pemungutan pajak-pajak: yang terhutang. -

4. Bahwa untuk mempertanggung jawabkan sarat Menteri Perindustrian dan
Perdagangan No. 269/MPP/2/1998, Menteri Perindustrian dan Perdagangan
pada waktu itu Bapak T. Ariwibowo dengan Surat No. 362/MPP/3/ 1998
tanggal 10 Maret 1998, perihal Perpajakan Mobil Timor, ialah adanya
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pertemuan antara Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan Para Duta
Besar Jepang, Uni Eropa.dan Amerika- Serikat, serta mengadakan pembi-
-caraan dengan pihal Team International Monetery Funds (IMF), yang pada
prinsipnya pihak IMFE. tidak. berkeberatan atas: pemberian fasilitas tentang
pembebasan Bea Masuk dan PPnBM ditanggung Pemerintah bagi 15.000
unit Mobil Timor ex import yang belum terjual -9

. Bahwa surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. 5.951/BC/1998 yang di-
dasarkan pada Surat Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian dan
" Perdagangan tersebut bertentangan dengan Surat Menteri Perindustrian dan
 Perdagangan terdahulu yaitu surat No. 269/MPP/2/1998 tanggal 23 Februari
* 1998, dan Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. S-322/BC/ 1998 tang-

gal 23 Maret 1998 serta Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No 11 Tahun 1594,
“sebab ;

a. Bahwa Surat Menteri ?ermdustnan -dan Perdagangan terdahulu {No.

' 269/MPP/2/1998) telah sa?_t_l _dan akurat, sebagaimana dinraikan di atas;

b. Bahwa Dirjen Bea dan Cukai tidak berwenang mencabut Surat Dirjen Bea
dan Cukai No. $-322/BC/1998 tanggal 23 Maret 1998 yang didasarkan
kepada Surat Menten Perdagangan No. 269/MPP/2/ 1998 yang sah;

c. Bahwa menurut Pasal 5 ayat 2y Undang-undang No. 11 Tahun 1994 ter-

" sebut 'di atas dilarang memurigut pajak untuk kedua kahnya, padahal
‘Mobnas Sedan Timor telah mempunyai BPKB dan STNK yang diterbit-
kan atas dasar Formulir A yang telah disetujui oleh Du'_;en Bea dan Cukai,
ini berarti atas Mobnas Sedan Timor tersebut telah dxbayar Pajaknya {vide

- PasaE 33 Unclang-undang Nomor 7 Tahun 1983),

batwa. berdasarkan hal-hal tersabut di atas maka. temyata Keputusan Tata
Usaha Negara yang dikeluarkan oleh para Tergugat bertentangan dengan pera-
turan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 53 ayat (2)a Unciang—undang Ne.

5 Tahun 1986) sehingga harus dibatalkan;

‘Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebuf, maka Penggugat mohon kepada

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menunda dan tidak melaksanakan

Surat Paksa dan menuntut untuk menjatubkan putusan sebagm berikut:

Dalam Penundaan

— Mamermtahkan kepada Terguga’s i, II HI IV menunda serta txdak melaksana—
kan Surat Paksa yang diterbitkan : - :
- Tergugat 1 : x
Nomor : S-131/WBC, 04/KP 04/ 1999 tanggal 19 Februara 1999
Nomor : 3-182/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999;
~ Nomor : 8-133/WBC.04/KP.04/1992 tanggal 19 Februari 1999; .. .
. Nomor : 5-184/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999;
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— Tergugat I : - : -
Nomoeor ; PAK-OI/WBC 03/KP.04/1999 tanggai 17 Februari 1999;
" ‘Nomor : PAK-02/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februari 1999
Nomar 'PAK-03/WBC.03/KP.04/1999 tangga! 1‘7 Februari 1999

.— Tergugat I1I :
Nomor : 969/WBC, 04/KP 02/ 1999 tanggaI 9 Februan 1999

— TergugatIV : o
Nomor': SP-OOOOIBQ/WPJ 05/KP. 0608/]999 tanggal 5 Aprll 1999
Nomor SP»GOOO.’ZOE/WPJ DS/KP 0608/1999 tanggal 28 Apr:l 1999 5

Dalam Pokok Pcrkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat unmk seiumlmya
— Menyatakan batal : .
. Surat Paksa yang d;terbxtkan cieh Terguvat I 5 L
a. Nomor : - ISIIWBC 04/KP. 04/1999 tangga! 19 Febmari 1999
b. Nomor : §-182/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999; . . ..
c.- Nomor : S-183/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999; - ...
~'d. Nomor : $-184/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19: Februarz 1999, .

Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat 1 :
~a. Nomor : PAK—OL’WBC OB/KP 04/ 1999 tanggal 17 Februan 1999
b. Nomor PAK-OZI’WBC 03/KP 04/1999 tanggal 17.Februari 1999
“¢.. Nomor : PAK- 03/WBC OBIKP 04/ 1999 tanggal 17 Febmar; 1999;:
"~ Surat Paksd yang diterbitkan oleh Tergugat mor: o
'—— Nomor 969/‘WBC 04/KCP. 02/1999 tangga] 9 Februarl 1999
. ~Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat IV ¢

— Nomor : SP-0000182/WPJ.05/KP.0608/1999 téuggal 5 Apnl 1999
= Nomer : SP-0000202/WPJ.05/KP.0608/1999 tangga] 28 Aprll 1999;”

~ Memerintahkan ?ara Teraugat untuk mencabut objek gugatan Penggugat ter-
sebut di atas; ~

- Menghukum Para Tergugat unmk membayar biaya perkara .

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1, 11, 1II, da.n v
telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Paksa yang diterbitkan. oleh Para Tergugat dalam rangka
melakukan penagihan Bea Masuk dan Pa_]ak Pertambahan Nilai dan Barang
Mewah (PPn.BM) kepada Penggugat in casu PT. Timor. Putra Nasional (PT.
TPN}) berdasarkan ketentuan Undang-undang No 19 Tahun 1997 tentang Pe-
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nagihan Pajak Dengan Surat Paksa, oleh karena Penggugat tidak memennhi
kewajibannya meskipun kepadanya telah diberikan peringatan;

. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 14 Tahun 1997,
dengan tegas disebutkan : bahwa yang dimaksud dengan Pajak adalah “Semua
jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk bea masuk dan cu-
kai dan pajak yang dipungut Pemerintah Dasrah menumt perundang-unciangan
yang berlaku™;.: :

. Bahwa berdasarkan keten‘man Pasal 37 Undang-undang MNo. 19 Tahun 1997
tentang, Penaglhan Pajak dengan Surat Paksa disebutkan bahwa “Gugatan
penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Sita dan Lelang hanya
dapat diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak™. Oleh karena itu
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk
memerilksa dan mengadili gugatan atau Surat Paksa, sebab gugatan tersebut
merupakan kewenangan dari Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP)
untuk memeriksa dan mengadilinya (Kompetensi Absolut);

. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-undang No. 17 Tahun 1997
tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, ditentukan bahwa BPSP mem-
punyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa Pajak, yaitn
sengketa yang dapat diajukan banding atan gugatan kepada BPSP. Tugas dan
wewenang BPSP tersebut berada diluar tugas dan’ wewenang Peradilan
Umum dan Peradilan TUN;

. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang—undang No. 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa “Dalam hal
suatu Badan atan Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau ber-
dasarka peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan “secara ad-
ministratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata, Usaba
Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia”.
Dengan demikian gugatan terhadap Surat Paksa yang diajukan oleh Peng-
gugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah prematur, karena
gugatan a guo harus terlebih dahulu diajukan kepada BPSP; -

Bahwa berdagarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus
ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 19 Juli 1999 No.
025/G. TUN/1999/PTUN.JKT. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

~ Mengabulkan gngatan Penggugat tmtuk seluruhnya '

— Menyatakan batal :

Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat I

" a. Nomor : 8-181/WBC.04/KP. O4/1999tanggal 19 Februarl 1999;
b. Nomor S-182/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999;
c. Noinor : S-183/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999;
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d. Nomor : S-184/WBC. {)4IKP 04/1999 tanggal 19 Februari 1999

‘Surat Paksa yang ‘diterbitkan oleh Tergugat m: o
" ‘a. Nomor : PAK-01/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februari 1999;

b. Nomor : PAK-02/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februari 1999;

¢. Momor ; PAK 03IWBC 03/KP.04/1999 tanggal 17 Februan 1999

Surat Paksa yang. dlterbltkan oleh Tergugat H1:
—~ Nomor : 969/WBC.04/KP.02/1999 tanggaﬁ 9 Februan 1999

Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat w:
— Nomior-: SP-0000182/WPJ.05/KP. 0608/1999 tanggal 5 Apnl 1999
~ Nomor : SP-0000202/WPJ.05/KP. 0608/1999 tanggal 28 April 1595;
— Memerintahkan Para Tergugat mtuk mencabut objek gugatan Penggugat ter-
sebut-di atas; o .
— Menyatakan : ® : R SRR
a. Penetapan Ketua Pengadlian Tata Usaha Negara Jakarta Notior - 025/
G.TUN/1999/PTUN.JKT. tanggal 31 Maret 1999; . ... .
.b. Penetapan Ketua Pengadilan Tata -Usaha - Negara Jakarta Nomor 1 025/
- G.TUN/1999/PTUN.JKT. tanggal 19 April 1999;.

€. Penetapan:Ketua -Pengadilan - Tata - Usahia: Negara Jakarta Nomor 025/
G.TUN/1999/PTUN.JKT. tanggal 3 Juni 1999;.

Tetap sah dan berlaku selama proses perkara berlangsung sampal ada putusan
Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

— Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara ‘secara bérsama<sama
-yang ‘sampai - putusan - ini. dincapkan dlperhxmngkan sebesar Rp 89 000,-
(deiapan puluh sembilan ribu rupiah);

ptitisan mana dalam tingkat banding atas pennohonan Tergugat I II HI dan v
telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara . Jakarta dengan pu-
tusannya tanggal 9 Desember 1999 No 157/13/ 1999/PT TUN JKT

Bahwa sesudab putusan teralchu‘ ini dxbentahukan kepada kedua belah pihak
masing-masing pada fanggal 4 Januari 2000 kemudian: terhadapnya - -oleh Ter-
gugat I, 11, I1I dan IV/Pembanding 1,-11, 111, dan 1V dengan perantaraaan kua-
sanya khusus, berdasarkan surat kuasa Rhusus masmg-masmg tanggal ‘8 April
1999, 8 April 1999, 8 April 1999 27 April 1999 dmjukan permohonan Kasasi
secara lisan masing-masing pada tanggai 14 Januari 2000 sebagaimana ternyata
dari akte permohonan kasasi No. 02/KAS—2000IPTUN-JKT yang dibuat oleh
Panitera Muda Perkara Pengadllan Tata Usahn Negara Jakarta,: permohonan :
mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang”
diterima- di Kepaniteraan Pengadllan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal:
27 Jarmari 2000; :
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bahwa setelah itu oleh PenggugaUPembanding'yang’ pada tanggal 1 Februari
2000 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat I, 1L, III dan IV.
Pembanding I, II, 111, dan IV diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di
Kepaniteraan Pengadﬂan Tata Usaha Negara Jakarta pada ianggal 15 Februari

2000;

Memmbang, bahwa permohonan kasasi a guo ‘beserta alasan—aiasannya telah
dibertabukan kepada pihak lawan dengan saksama diajultan dalam tenggang
waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam: undang-undang; maka oleh
karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Memmbang, bahwa kebcratan—kebaratan yang d:ajukanﬂ Pemohon Kasasi
dalam memon kasasmya tersebut pada pokolcnya ialah: =

1. Bahwa Judex Factie telah salah mengesampmgkan Undang—undang No. 17
Tahun 1997 dan Undang-undang No. 19 Tahun 1997 dan telah lalai me-
menuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peratwan perundang-undangan
dalam memberikan pertlrnbangan huloum mengena: eksep51 icompetens: abso-

-7 Int, karena : S

a.

Dalam pertimbangar'l hukumnya Judex Factie telah' mengaruliv dan
cenderung ' tidak mengakui- keberadaan® Undang-undang’ No. 17 Tahun
1997 tentang Badan' Peradilan Sengketa Pajak (PBSP) dan Undang-
undang No.-19 Tahun 1997 tentang Penagthan Pajak dengan Swurat Pakea
(PPSP) dimana keduanya merupakan:hulomm positif di Indonesia seria

. diberlakukan lebih akhir danpada Undang-undang No. .5 Tahun 1986

tentang PERATUN. .

.. Sesuai ketentuan Pasal 31 Undang—undang No. 14 Tahtm 1985, hak uji

material hanya dimiliki oleh Mahkamah Agung dan itupun hanya sebatas
pada peraturan-peraturan dibawah Undang-undang,

‘Dengan demikian pertimbangan hukum Judex Factie yang telah menge-

=  sampingkan Undang-undang No. 17 Tahun 1997 dan Undang-undang No.

19 Tahun 1997 berarti Judex Factie seakan-akan telah melakukan hak uji

Materiil terhadap kedua Undang-undang dimaksud;

ey Pertimbangan hukum Judex Factie yang menyatakan bahwa obyek-obyek

“gugatan’ a ‘quo- tidaklah termasuk’ pengecualian kewenangan' Pengadilan

“+ ©‘Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf a s/d g

Undang undang No: 5 Tahun1986, adalah keliru karena pengecualian

o kﬁwenangm Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya itu saja melain-
~kan juga meliputi ketentuan Pasal 48 Undang—undang No 5 Tahun 1985
e "_yaag secara tegas dmyatakan daiam ayat (1) dan (2) :
Aty o R —
- Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang
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oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesai-
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kan secara administratif sengketa Tata Usaha Nepgara tersebut harus dise-
. lesaikan melalui upaya admmlstrasx yang tersedia; -
“Ayat (2): ' S .

~ Pengadilan bari berv'vénaﬁg metnériksa, menuntut dan menyelésaikan
sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalarm ayat (1) jika
seluruh upaya administratif yang bersangkutan té:i'ah digunakan.” -

2. Bahwa Judex Factie “telah melampaui batas wewenang dan’ meianggar

ketentuan Pasal 75 Undang-undang No.5 Ta.hun 1986 sert& telah Ialai me-

" menuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan pemndang-mldanuan

dalam memeriksa surat kuasa Termohon Kasas: dalam mengajukan gugatan
karena sebagat berikut :

a. Tindakan Judex. Factie yang telah menerima psnambahan obyek gugatan
dalam replik, Termohon Kasam/Penggugat yakni Surat Paksa No.
SP.0000202/WPJ.05/KP.0608/1999 tanggal 5 April 1999 adalah berten-
tangan dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang No. 5 Tahun 1986,
karena scsuai dengan ketentuan tersebut _perubahan gugatan hanya diper-

- kenankan dalam arti menambah alasan yang menjadi dasar gupatan, tidak
boleh menambah tuntutan yang memgxkan Terguga’s dldalam pembelaam
uya.

Jadi yang diperkenankan adalah perubahan yang bermfat mengurangx
" tuntutan semula.’

b. Judex Factie yang telah menerxma pembahan gugata.n Penggugat dengan
menambah subyek gugatan yakni Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta
Tanah Abang sebagai Terpugat IV/T erbanding 1V tanpa meneliti Surat

" Kuasa yang diberikan oleh PT. Timor Putra ‘Nasional’ kepada Sdr.
Sudjono, SH., dkk. No. 014/DP/11/99 tanggal 23 Febritari '1999 adalah
tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena dalam Surat Kuasa tersebut
Sdr. Sudjono; SH. dkk:;-tidak “diberi-kuasa uniik mengajukan’ gugatan
kepada Kepala Kantor Peiayanan- Pajak Jakarta Tanah Abang. Berdasar-
kan alasan tersebut maka:Tergugat IV/Pembanding IV harus’ dikeluarkan

- -sebagai pihak sehingga Penetapan Majelis' Hakim No.025/G. TUN/1999/

© PTUN. JKT. tanggal 19 April 1999 -dan’ Pénetapari Majelis Hakim No.
-025/G. TUN/1999/PTUN.JKT. tanggal 3-Juni 1999 dmyatakan tidak ber-
taden,

3. Bahwa Judex Factie telah lalai memenuhi syarat-syarat yang, dlwa}xbkan oleh
Pasal 109 ayat (1} huruf d Undang-undang No.:5 Tahun 1986 serta melang-
gar hukum pembuktian,:hal ini karena sebagai berikut : EE e
a. Pertimbangan hukum: Hakim' tingkat banding ‘yang :_nengaatkan”pertmm-

bangan hukum Hakim tingkat pertama mengenai dasar hukum peinbuatan
mobil ‘Timor terbukti tidak lengkap; karena masih ada bukti-bikti lain
“yang tidak dipertimbangkan yakni berupd Peraturan Pemerintah No. 20
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Tahun 1996 tanggal 19 Februari 1996 (bukti T.1) dan Keputusan Menteri
Keuangan No, S2/KMK.01/1996 tanggal 19 Februari 1996 (bukt T.5)
yang berisi sanksi kepada Termohon Kasasi apabila tidak dapat memenuhi
tingkat kandungan lokal sebagaimana yang ditetapkan pemerintah, dimana
kedua peraturan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahian
dengan dasar-dasar hukum pembuatan mobil Timor lainnya.

. Pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang dikuatkan oleh Hakim

tingkat bandmg yang menyatakan bahwa secara de jure penghitungan pa-
jak mobil Timor adalah tanggal 2 Februari 1998 merupakan pertimbangan

" hukum yang sangat keliru dan sangat tidak berdasar karena penarikan pa-

" jak dan pungutan impor téntang @ guo bukan didasarkan pada Keputusan

Presiden No. 20 Tabun 1998 tanggal 21 Januari 1998 melainkan sebagai

* " konsekuensi logis dari ketidak mampuan Terbanding memenuhi syarat-

syarat pencapalan tmgkat kandungan iokal sebagannana ditetapkan oleh

" pemerintah.

Seharusnya Judex Faciie dalam memeriksa dan mengadili perkara a guo

- selain mendasarkan pada peraturan-peraturan tersebut juga mendasarkan

pada Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1996 tanggal 19 Februari 1996
(bukti T.2) dan Keputusan Menteri Keuangan No. 82/KMK.(01/1996
tanggal 19 Februari 1996 (bukti T.5).

Dengan demikian pertunbangan hukum Judex Factie yang menyatakan

bahwa para Pembanding telah memberlakukan surut/mundur peraturan per-

' pajakan terhadap Terbanding adaIah pertunbangan yang tidak berdasar se-
: hmgga harus d1batalkan

Bahwa Judex Factie telaﬁ salah menerapkan hukum atau melanggar hulam,

_ karena bukti-bukti yang menunjukkan kesalahan . Termohon Kasasi tidak
: dxpertimbangkan bal ini dapat divraikan sebagai berikut :

. 8.
~yang dikuatkan Judex Factie, telah mempertimbangkan bahwa pemberian

Pertimbangan hultum putusan: Hakim- pertama pada. halaman 69 s/d 70

. fasilitas pembebasan bea masuk.dan pungutan impor lainnya kepada Pem-
- banding sesuai dengan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
- No.. 31/MPP/SK/. 2/1996. tanggal 19 Februari. 1996 (Bukti T.3) diper-

.syaratkan pada pemenuhan tingkat kandungan lokal tertentu pada tahap

tertentu.

: Pertimbangan hukum pada halaman- 70 s/d 71 putusan yang dikuatkan

oleh' Judex Factie telah mempertimbangkan bahwa ternyata dari hasil
verifikasi dan post audit yang dilakukan oleh PT. Sucefindo, terbukti Ter-

.- banding tidak mampu memenuhi tingkat kandungan lokal sebagaimana

-telah. ditentukan oleh Pemerintah, sehingga dengan dasar Peraturan Pe-

i - merintah No. 20 Tahun 1996 tanggal 19.Februari 1996 (bukti T.5) Ter-
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_-banding. diwajibkan membayar pajak.dan pungutan Impor lainnya yang

terutang.
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¢. Bukti Terbanding telah -tidak. dapat memenuhi persyaratan- pencapaian
tingkat kandungan lokal dapat dilihat dari Surat Menteri Perindustrian dan
Perdagangan kepada Menteri Keuangan No. §24/MPP/8/1998 tanggal 7
Agustus 1998 (bukti T-10) dan surat PT, Sucofindo kepada Dirjen Indus-
tri Logam, Mesin dan Kimia Departemen Perindustrian dan Perdagangan
No, 044/DRU-I/ AVT/98 tanggal 9 Jannari 1999 (bukti T-9).

Berdasarkan hal-hal terscbut di atas Judex Factie seharusnya mengetahui
alasan-alasan serta dasar-dasar hulum penagihan pajak dan bea masuk
yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi I s/d IV dan bukan dalam pertim-
bangan hukumnya mendasarkan pada faktor-faktor lain yang tidak ada
relevansinya dengan pokok permasalahan a guo.

5. Judex Factie telah salah menerapkan hukum, karena tanpa memberikan per-
timbangan hukum dengan begitu saja menyatakan tentang suatu surat yang
" merupakan pendapat sepihak sebagai suatu dasar hukum untuk membenarkan
Termohon Kasasi, hal ini karena: -
a. Pertimbangan huloum pntusan Hakim ‘Tingkat Pertama pada halaman 71
ofd 72 yang dikuatkan oleh Hakim Tingkat Banding telah’ ménempatkan
“surat - Menteri * Perindustrian dan Perdagangan kepada Presiden No.
- 362/MPP/3/1998 tanggal 10 Maret 1998 sebagai dasar pertimbangan un-
tuk -mengabulkan - gugatan Penggugat/Terbanding, -adalah pertimbangan
hukum vang tidak berdasar, karena” Surat’ Menteri Perindustrian dan
‘Perdagangan tersebut hanyalah laporan rapat dari bawahan kepada atasan,
sehmgga tidak dapat dipergunakan sebagai dasar hukum putusan.

b. Demikian pula dengan pertunbangan hukur pada halaman 70 s/d 71 pu-
tusan yang dikuatican oleh Hakim tingkat banding yang telah menempat-
kan- surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan kepada Presiden No.

- 269/MPP/3/1998 tanggal 23 Februari 1998 sebagai dasar pertimbangan
unruk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, adalah pértimbangan

~ hukum yang sangat tidak berdasar; karena Surat Menteri Perindusitian dan

- Perdagangan tersebut sifatnya hanyalah vsulad kepada Menteri Keuangan,
‘sehingga tidak mempunyai akibat-hultum. Hal'ini karena Menteri Perin-
“dustrian dan Perdagangan tidak berwenang untuk memberikan pembebas-

- an Bea Masuk dan PPnBM, dan yang berwenang ddalah Menteri Ketang-
an, ‘Menteri Perindustrian dan Perdagangan “dalam “hal ini hamya ber-
wenang menyatakan apakah ‘dari hasil verifikasi dan post audit yang di-
lakukan PT. Sucofindo Terbanding memenuhi atau tidak persyaratan pen-
capaian tingkat kanciungan iokai sebagalmana yang d}tetapkan o}eh pe-
merintah;

c. Bahwa pertlmbangan Hukum putusan Hakim tmgkat pertama pada ‘hala-
man 72 s/d 73 yang dikuatkan oleh Hakim tingkat banding yang telah me-
nempatkan” surat Dirjen Bea dan Cukai kepada’ Kepala Kantor Inspeksi
Pajak Tipe A DIBC Tanjung Priok II dan TII No. S-322/BC/1998 tanggal
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.. 3 Maret 1998 vang juga dijadikan dasar pertimbangan untuk mengabulkan
gugatan Penggugat/Terbanding, adalah pertimbangan hukwm yang tidak
berdasar, karena selain surat tersebut hanya berisi himbanan juga diterbit-
kan bukan oleh Pejabat yang berwenang; sebab yang berwenang adalah

- Menteri Keuangan dan Menteri Keuangan sendiri tidak pernah memetin-
tabkan kepada Dirjen Bea dan Cukai nntuk menindak lanjuti surat Menteri

. Perindustrian dan Perdagangan tersebut. .

' d. Bahwa pertimbangan hukam- putusan Hakim- tingkat pertama pada hala-

- man-72 s/d 73 yang dikuatkan Hakim tingkat banding yang menyatakan

- ada ketidak konsistenan dalam perlakuan antara pejabat Dirjen Bea dan
Cukai (Sdr. Mariiono-Hadianto) menerbitkan surat No. 5-951/BC/1998
_tanggal 18 November 1998 untuk menganulir surat Dirjen Bea dan Cukai
sebelumnya (Sdr. Soehardjo) No. §-322/BC/1998 tanggal 23 Maret 1998
sah memuut hukum, karena setelah. dinilai oleh Menteri Keuangan ter-
nyata surat Dirjen Bea dan Cukai No. §-322/BC/1998 tanggal 23 Maret
1998 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Bahwa pertimbangan hukum putusan Hakim tingkat pertama pada hala-
man 73 s/d 74 yang dikuatkan oleh hakim tingkat banding yang me-
nyatakan bahwa sesual dengan surat Pembanding IV No. 8.207%/

. WPJ.05/KP.0607/1998 tanggal 5 Juni 1998 menunjukkan pengakuan

. . Pembanding 1V Kalau tunggakan pajak Termohon Kasasi adalah terhitung

. sejak tanggal 1 Februari 1998, pertimbangan hukum tersebut adalah tidak

berdasar, karena bagaimana mungkin PPnBM atas mobil Timor dihitung

sejak tanggal 1 Februari 1998, sedangkan terhitung sejak tanggal 30 Juni
1997 Terbandmg sudah tidak lagi mengimpor mobil Timor.

6. Bahwa Judex. Factie telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum
- perpajakan yang telah diberlakukan terhadap Termohon Kasasi dimana da-
Jlam pertimbangan hukum putusan Hakim tingkat pertama pada halaman 74

_-.yang dikuatkan oleh Hakim tingkat banding menyatakan bahwa sangat tidak
adil apabila impor mobil Timor mulai dengan pemasukan sejak tanggal 28
Agusius 1996. sampai dengan 30 Juni 1997 tidak pernah ada reaksi apapun
.dari petugas perpajakan tiba-tiba pada tanggal 9 Januari 1998 PT. Sucofindo
baru melakukan verifikasi dan berikutnya perintah melalui aparat pajak me-

. mungut pajak mobil Timor dengan wakfu mundur, adalah pertimbangan hu-
kum yang keliru,. karena: dalam pertimbangan hukum sebelumnya. Hakim

. tingkat pertama mempertimbangkan bahwa atas impor mobil Timor diberi-

. kan fasilitas pembebasan pajak dan pungutan impor lainnya dengan syarat-
syarat tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perindus-
trian dan Perdagangan No. 31/MPP/SK/2/1996 tanggal 19 Februari 1996.
Sehmgga antara periode 28 Agustus 1996 sampai dengan 30 Juni 1997 be-

" 'lum dapat ditagih pajaknya karena menunggu hasil verifikasi dan post audit
yang dilakukan PT. Sucofindo.
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Berdasarkan hal tersebut di atas maka penagihan pajak terutang kepada Ter-
mohon Kasasi yang baru dilalukan Pemohon Kasasi TV ‘pada tahun 1998
adalah sah dan benar serta tidak memberlakukan surut peraturan perpajﬂcan

Menimbang : e
mengenai keberatan-keberatan ad, 1 sampal dengan ad 6

Bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Jakarta saiah menerapkan hukum _dengan pert;mbangan sebagal
berikui ;

‘Bahwa menurut Pasal 37 Undang—undang No. 19 Tahun 1997 tantang Pe-
nagihan Pajak dengan Surat Paksa gugatan-hanya dapat diajukan kepada BPSP
(Badan Penyelesaian Sengketa Pajak) oleh karenanya bukan wewanang Peradil-
an Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutuskannya; .

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hukum positif yang berlaku
kompetensi absolut memeriksa dan mengadili ‘tentang penagihan ‘pajak dengan
surat paksa adalah pada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP), terlebih
dahulu dalam Pasal 37 Undang-undang No. 19 Tahun 1997 telah secara explisit
ditegaskan dengan perkataan “Hanya dapat diajukan kepada BPSP”. Perumusan
demikian menunjukkan bahwa masalah penagihan pajak dengan surat paksa,
terlepas dari persoalan apakah hal itn dltmgau dari segi administrasi perpajakan
atau hulkum perpajakan pada umumnya, tidak dapat ditanigani oleh badan lain
kecuali BFSP.

Bahwa oleh karenanya eksepsi yang diajukan Tergugat-tergugat (Pemohon Ka-
sasi) dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan/alasan tersebut di stas, mesiu-
rut pendapat Mahkamah Agung terdapat -cukup alasan untuk: nengabuikan per-
mohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi :

I KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN: CU'KA.I TIPE A 3 AKARTA

1. KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE'A’ TANIUN G
PRIOK JH;

IH.KEPALA- KANTOR PELAYANAN BEA DAN .. CUKAI TANJUNG
PRIOK II;

IV.KEPALA KANTOR PELAYANAN PAY AK JAKARTA TANAH ABANG

tersebut dan membatalkan putusan Pengadllan nggx Tata Usaha Negara Ja-
karta tanggal 9 Desember 1999 No. 157/B/ 1999/?’1‘ TUNJKT. Jjo. putusan Pen-
gadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggzﬂ 19 Juli 1999 No. 027/(} TUN/1999/
PTUN. JKT. seria Mahkamah Agung mengadlil sendm perkara ini dengan amar
seperti yang akan dlsebutkan di bawah inj; -

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasx sebagar pihak yang ka]ah
maka harus membayar semua biaya perkara baik dalam tingkat pertama, ban-
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ding, maupun dalam tingkat kasasi ini berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-
undang No. 5 Tahun 1986;.

Memperhatikan - Pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 Tahun 1970,
Undang-undang No. 14 Tahun 1985 dan Undang-undang MNo. 5 Tahun 1936
serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

~MENGADILI.
'Mengabuikan"penhoh'énah kasasi dari Pemohon Kasasi :
1. KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A JAKARTA;
1. KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG
PRIOK HIf;

HLKEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TANJUNG
- PRIOK. 1L, .

v, KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA TANAH ABANG;

tersebut; : :

' Membata]kéin putusan Pengadllan Tinggi Tata Usaha Negara J akarta tanggal

9 Desember 1999 No. 157/B/1999/PT.TUN.JKT. jo. putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta tanggal 19 Juli 1999 No. 025/G.TUN/1999/PTUN.JKT.

Dan Me_ngadlh sendiri

Dalam Eksepsi :
- Menerima Eksepsi Tergugat 1, I, 111, dan 1V;

Dalam Pokok Perkara : _
- Menyatakan gugaian Penggugat tidak dapat diterima;

~ Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik
dalam peradilan tingkat pertama, banding mavpun dalam tingkat kasasi, yang
dalam tingkat-kasasi ml dltetapkan sejumiah Rp.100.000,- (seratus ribu
rupiah}; .

Demikianlah: diputuskan dalam rapat permusyawaratan’ Mahkamah Agung
pada hari Senin tanggal 13 November 2000 dengan PROF. DR.- PAULUS
EFFENDIE LOTULUNG, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk
oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, NY, Hj. EMIN AMINAH
ACHADIAT, SH. dan NY. Hj. ASMA SAMIK IBRAHIM, SH. Sebagai Hakim-
haklm Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ite
juga, oleh Ketua tersebut dengan NY. Hj. EMIN AMINAH ACHADIAT, SH.
dan NY. Hj. ASMA SAMIK IBRAHIM, SH. I-Iakun-hakun Anggota tersebut,
serta ZAINAL AGUS, SH, Pamtera Muda dengan tidak chhadm oleh para pihak.
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KETUA :
o wd _
Prof. Dr. PAULUS EFFENDIE LOTULUNG, SH.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :
o ttd. . . : o . :
Ny. Hi. EMIN AMINAYL ACHADIAT SH.
ttd. o s
Ny, Hi. ASMA SAMIK IBRAHIM, SH.# - o oo

PANITERAMUDA:
ttel. T
ZAINAL AGUS.SH. - ..

Biaya-biaya perkara : T
1. Meéteral v v Rp." 6.000,-

2. Redaksi .oovovrivenenss Rpo 1000,
3. Administrasi .o.coie.  Rp. ~ 93.000-"

Jumlah ...cocoeeveveneeeee.. Rp. 100,000,-
(seratus ribu rupiah)
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PUTUSAN

Nomor : 157/B/1999/PT. TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa
dan mengadili senglketa Tata Usaha Negara di tingkat Banding, yang bersidang
di pedungnya Jalan Cikini Raya Nomor 117 Jakarta Pusat telahh menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara antara -

PT. Timor Putra Nasional, yang diwakili oleh Drs. Suharto, warga negara Indo-
nesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Timor Putra Nasional Beralamat
di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor : 17, Jakarta Pusat, yang dalam
hal ini memberi kuasa kepada :
1. H. Sudjono, SH.;
2. F.M. Pradana, SH.;
3. Bhismoko W, SH.

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penga-
cara pada Law Office Sudjono & Pariners beralamat di Jalan Pinta Air
V Nomor 40 B, Jakarta 10710, berdasarkan Surat Kunasa Khusus No.
173/8P/X/99 tanggal 1 Oktober 1999, seian_]umya disebut sebagai :
Penggugat/Terbanding;

Melawan:

1. Kepala Kantor Pelavanan Bea Dan Cukai Tipe A Jakarta, berkedudukan di J1.
Angkasa No. 3 Kemayoran Jakarta Pusat, selanjuinya disebut sebagai
Tergugat I/Pembanding I;

7. Kepala Kantor Pelavanan Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok III, berke-
dudukan di Ji. Pabean No. 1 Tanjung Priok Jakarta Utara, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat [I/Pembanding II;

3. Kenala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok 11, berkedudukan di
JI. Sulawesi Ujung No. 1 Tanjung Priok Jakarta Utara, selanjutnya
disebut sebagai Tergupat HHI/Pembanding IIE;

4. Kepala Kantor Pelavanan Pajal Jakarta Tanah Abang, berkedudukan di Ji.

Penjernihan Raya Ujung No. 36 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut se-
bagal Tergugat [V/Pembanding IV;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 3
November 1999 Nomor : 157/B/1999/PT.TUN.JKT. tentang Penunjukan
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10.

I,

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang me-
meriksa serta.mengadili perkara tersebut di tingkat Banding; -

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 19 Juli 1999 Nomor
025/G. TUN/1999/PTUN-JKT;

Berita Acara Pemeriksaan Persiapan serta Berita Acara Perszdangan di
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Surat-surat buldii yang diajukan masing-masing pihak yang berperkara

Permohonan Pemeriksaan Banding tanggal 27 Juli 1999 Tergugat I/Pem-
banding I (Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe ‘A-Jakaria) oleh
Sdr. Didik Hariyanto, SH. Kewarga-negaraan Indonesia, pekerjaan Karya-
wan Departemen Keuangan Republik Indonesia (Kepala Urusan Pembuk-
tian Perkara di PTUN pada Biro Hulunn dan Humas Departemen Keuangan)
bertempat tinggal di Jalan Angkasa No. 3 Kemayoran Jakarta Pusat, ber-
dasarkan Surat Kuasa Khusuos tanggal 08 April 1959 Nomor 425/8K U/
WBC-04/KP.04/99;, . |

" Akta Permohonan Banding Nomo : 066/}3D/1999/PTUN KT, tangzal 27

Juli 1999,

' Permohonan Pemeriksaan Banding Tergugat H/Pembandmg I (Kepala

Kantor Pelayanan Pajak Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok III) tanggal
27 Juli 1999 oleh Sdf. Yudha Ramelan, SH., warganegara Indonesia, peker-
jaan Karyawan Departernen Kevangan Republik Indonesia (Kepala Urusan
Berperkara di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, Biro Hukum dan
Humas Departemen Kenangan) bertempat tinggal di Talan Pabean Nomor 1,
Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus- tanggal 03
April 1999, Nomor 326/SKU/WBC.04/KP.03/99; N

Akta Permohonan Banding Nomor . 066/Bd/1999/PTUN.JKT. tanggal 27
Juli 1999;

Permohonan Pemenksaaﬂ Bandmg Tergugat IH/Pembandmg III (Kepaia
Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok II) tanggal 27 Juli 1999
oleh Sdr. Tatyo Meitiatito, SH., warganegara Indonesia, pekerjaan Karya-
wan Departemen Keuangan Repubhk Indonesia (Kepala Urasan’ Pernbuk-
tian Perkara di Peradilan Umum pada Biro-Hulium dan Humias Departemen
Keuangan) bertempat-tinggal di Jalan Sulawesi Ujung No: 1, Tanjung
Priok, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus. Nomor 0403/8KU/
WBC.04/KP.02/99 tanggal 08 April 1999;

Akta Permohonan Bandmg Nomot 066fBD/1999!PTUN JKT tanggal 27
Juli 1999;

Permohonan Pemerlksaan Bandmg Tergugat IV/Pembanémg IV (Kepala
Kantor Pelayanan Pajak Jakdrta Tanah Abang) tanggai 27 Juli 1999 oleh
Sdr. Mangiring Tamba, SH. , Warganegara Tndonesia, pekerjaan Karyawan
Departemen Keuangan Repubhk Indonesia (Kepala Suly Seksi Pemberian
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12.

Bantuan Hulamm pada Direktorat Jenderal Pajak) bertempat tinggal di Jalan
Penjernihan Raya MNomor 36 Jakarta Pusat,- berdasarkan Surat Kuasa

.Khusus Nomor : SKU-02/WPI05/KP.06/1999 tanggal 27 April 1999;

Akta Permohonan Banding Nomor : 066/BD/1995/PTUN.JKT. tanggal 27

- Juli 1999;

Surat Pemberitahuan Pcrnyaiaan Bandmg Texgugat v (Kepala Kantor
Pelayanan Pajak Fakarta Tanah Abang) kepada : .

1. Drs. Suharto (Penggugat/T erbandmg) melahn kuasanya Sdr. H. Sudjono,
SH. dan kawan-kawan;

e 2. Sdr. Yudba Ramelan, SH. Kuasa Tergugat IIfPembandmg II (Kepala

"Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok III);

-3, 8dr. Didik Hariyanto, SH. Kuasa Tergugat I/?embandmﬂ I (Kepala

14.

* Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipa A Jakarta);

4. Sdr. Mangiring Tamba, SH. Kuasa Tergugat IIl/Pembanding IIl (Kepala
Kantor Pelayanau Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Ii) kesemuanya
masing-masing tanggal 28 Juli 1999;

Surat Pemberitahuan Pemyataan Banding Tergugat 1 (Kepala Kamor Pela-

- _yanan Bea dan Cukai Tipe A Jakarta) kepada :

L Sdr. Tatyo Memanto SH. selalou Kuasa Tergugat III/Pembandmg 11;

2. Sdr. Yudha Rametan, SH. selaku Kuasa Tergugat 1I/Pembanding II;

3.. 8dr. Sudjono, SH., dik. seiaku Knasa Penggugaﬁl‘erbandmg (PT.

15.

- Timor Putra Nasional)

4. Sdr. Mangiring Tamba, SH. Kuasa Tergugat IV/Pembanding IV, kese-
rmuanya masing-masing tanggal 28 Juli 1999,

Surat Pemberitahuan Pemyataan Banding Tergugat I (Kepala Kantor
Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok 1I) kepada :

1. 8dr. Mangiring Tamba, SH. Kuasa Tergugat I/Pembanding I;

2. Sdr, Yudha Ramelan, SH. selaku Kuasa Tergugat Il/Pembanding II;

16.-
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3. Sdr.:Didik Ha'ryanto, SH. selaku Kuasa Tergugat IV/Pembanding IV;

4. Sdr. Sudjono, SH., dkk. selaku Kuasa Penggugat/Terbanding, kese-
muanya masing-masing tanggal 28 Juli- 1999; :

Sarat Pemberitahvan Pernyataan Banding Tergugat 11 (Kepala Kantor Pe-

layanan Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok III) kepada :

1. Sdr. Mangiring Tamba, SH. Kuasa Tergugat I/Pembanding I;

2. Sdr. Tatyo Meirianto, SH. selaku Kuasa Tergugat 11l/Pembanding I11;

3. “Sdr. Didik Haryanto, SH. selaku Kuasa Tergugat I/Pembanding I;

4. .8dr, Sud_}ons SH., dkk. selaku.Kuasa Penggugat/Terbanding, kese-
muanya masing-masing tanggal 28 Juli 1999;
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7.

18.

19.

20,
21.

Memori banding dari para kuasa Tergugat I/Pembanding I, Tergugat 1Y/
Pembanding [I/Tergugat [lI/Pembanding Ui, Tergugat IV/Pembanding IV,
tanggal 14 September 1999; '

Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memon Bandmg para TergugatfPem—
banding kepada H. Sudjono, SH. dkk. selaku kuasa Penggugat/Terbanding
(PT. Timor Putra Nasional) masing-masing tanggal 14 Sep’tember 1599;
Surat Pemberitahuar: unfuk melihat berkas kepada :

-~ Drs. Suharto (Penggugat/Terbanding) melakui kuasanya Sdr. H. Sudjono
SH. dkk.;

— 8dr. Didik Hariyanto, SH. selaku lmasa Kepaia Kantor Pelayanan Bea
dan Cukai Tipe A Jakarta (Tergugat I/Pembanding 1);

— Sdr. Yudha Ramelan SH selaku kuasa Kepala Kantor Pelayanan Bea
dan Cukai Tipe A Tanjuiig Priok III (Tergugat 1I/Pembanding 1I); i

-~ Sdr. Mangiring Tamba, SH. selalm knasa Kepala Kantor Pelayanan Pa-
Jjak Tanah Abang (Tergugat IV/Pembanding 1V),

masing-masing tanggal 27 September 1999; ' o
Kontra Memori Banding Penggugat/T erbandmg tanggai 26 Oktober 1599;

Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memoti Bandmg Penggugat/
Terbanding kepada :

Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tlpe A Tan}ung Priok HI
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tanali Abarig; -

Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok II

' — Kepala Kantor Pelayanan bea dan cukai T;pe A J akarta '

" masing-masing tanggal 27 Okfober 1999

}

1

TENTANG DUDUKNYA PERKARA =

Mcmperhatlkan dan menenma keadaan—keadaan mengenai duduknya per-

kara dalam perkara ini seperti tercantum pada Putnsan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta tanggal 19 Juli 1999 Nomor : 025/G. TUN/1999/PTUN-JKT
dalam perkara antara kedua belah plhak tersebut d! atas yang amamya berbuny1
sebaga: bankut

MENGADILI:

— Mengabulkan gugatan Penggugat seiumlmya
- Menyatakan batal ;

Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat I:
a. Nomor : $-181/WBC.04/KFP.04/ 1999 tanggal 19 Febmarl 1999
b. Nomor: $-182/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Febmarl 1999;
c. Nomor : $-183/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999;
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. d, Nomor : §-184/WBC.04/KFP.04/1999 tanggal 19 Februari: 1999

" Surat Palcsa yang diterbitkan oleh Tergugat I:
a. Nomor : PAK-01/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februari 1999;
b. Nomor : PAK- 02/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februari 1999;
c. Nomor : PAK—OB!WBC 03/KP.04/1999 tanggal 17 Februari 1999;

Surat Paksa yang diterbitlan oleh Tergugat 111 :
Nomor 965/WBC.04/KP.02/1999 tanggal 9 Februari 1999,

Surat Paksa yang diterbitlan oleh Tergugat IV ;
— Nomor : SP-0000182/WPJ.05/KP. 0608/1999 tanggal 5 Aprif}999;
~ Nomor : SP-0000202/WPI.05/KP. 0608/1999 tanggal 28 April 1599;
- Memermtahkan Para Texgugat untuk mencabut obyek gugatan tersebut di
atas;
— Menyatakan : L
2. Penetapan Ketua Pengadllan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 025/
G.TUN/1999/PTUN.JKT. tanggal 31 Maret 1999;
b. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 025/
G.TUN/1999/PTUN.JKT. tanggal 19 April 1999;
¢. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 025/
G.TUN/1999/PTUDN.JKT. tanggal 3 Juni 1999;

Tetap sah dan berlaku selama proses perkara berlangsung sampal ada putusan
Pengadilan yang memperoleh kekuatan hulum tetap;

~ Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara secara bersama-sama
yang sarnpai putusan ini divcapkan diperhiingkan sebesar Rp.§9.000,-
{delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permohonan-permohonan pemeriksaan banding para Ter-
gugat/Pembanding (Tergugat Pembanding I; Tergugat I/ Pembanding I1; Ter-
gugat [[/Pembanding [1I; Tergugat 1V/Terbanding 1V) masing-masing tanggal
27 Juli 1999, diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan para plhak lain-
nya melalui para kuasa masing-masing pada tanggal 28 Juli 1999; T

Menmlbang, bahwa Memori Banding para Tergugatf?embandmg melalui

para kuasanya diajukan tanggal 14 September 1999, diberitahukan dan diserah-
kan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 14 September 1999;

Menimbang, bahwa Kontra Memeri Banding Penggugat/Terbanding diaju-
kan tanggal 26 Oktober 1999, diberitahukan dan diserabkan kepada Tergugat I/
Pembanding I; Tergugat Il/Pembanding II; Tergugat Hl/Pembanding III; Ter-
gugat IV/Terbanding IV, masing-masing tanggal 27 Oktober 1999;

Menimbang, bahwa kepada semua pihak yang berperkara telah diberi ke-

sempatan untuk mehhat berkas perkara masing-masing tanggal 27 September
1999;
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TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Pembanding (Tergugat I; 11; 11L; TV/ Pem-
banding I; 1I; I1f; IV) mengajukan permohonan Pemeriksaan Banding tanggal 27
Juli 1999 masih dalam tenggang wakiu dan dengan cara-cara yang ditentukan oleh
Undang-undang maka permohonan pemer;ksaan bandmg tersebut dmyatakan
dapat diterima;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugatf“l‘crbandmg -sebagaimana
tertuang dalam Gugatan tanggal 17 Maret 1999, pada pokoknya memohon :

DALAM PENUNDAAN :

— Memerintahkan kepada Tergugat I, 1, HI IV menunda serta tldak melak—
sanakan Surat Paksa yang d;terbﬁkan

— Tergugatl: o s
“Noror : S- ISI/WBC 04/KP.04/1999 tangga! 19 Fﬂbruar; 1999; N
Nomor : §-182/WBC. 04/KP 04/1999 tanggal 19 Februarl 1999 o
Nomor : 8-183/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999; .
Nomor : 5-184/WBC.04/KP. 04/1999 tanggal 19 Februar; 1999

~ TergugatII:. - : : o
Nomor : PAK-01/WBC, OSIKP 04/1999 tanggal 17 Februar; 1999;

' Nomor : PAK-02/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februari 1099;
Notmor ; PAK~D3/'WBC OBH{P 04/ 1999 tanggal 17 I“ebruarl 1999 -

- Tergugat I : o
-Nomor : 969[WBC OMKP 02/ 1999 tanggai 9 Februarl 1999

— Tergugat IV : : i
Nomor : SP-0000182/WPI.05/KP. 0608/}999 tangvais Apnl 1999;
Nomor : SP~0000202/WPJ OSIKP 0608f1999 tanggal 28 Aprﬂ 1999

DALAM POKOK PERKARA ¢+ : et

— Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seturuhnya

- Menyatakan BATAL: .
Surat Paksa yang daterbltkan oleh Tergﬂgat I o
a. Nomor 8-181/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Febmarx I999 :
b. Nomor S-182/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999; . -
¢. Nomor 5-183/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999; .
d. Nomor S-184/WBC.04/KP.04/1999 tanggai 19 Febman 1999 -

Surat Paksa yang dlterbxtkan oleh Tergugat m: . _
a. Nomuor : PAK-01/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februan 1999
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b. Nomor : PAK-02/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februari 1999;
¢c. Nomor : PAK-03/WRC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februari 1999;

Surat Paksa yang diterbitian oleh Tergugat III :
— Nomor : 969/WBC.04/KP.02/1999 tanggal & Februari 1999;

*Syrat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat IV :
— Nomor : SP-0000182/WPJ.05/KP, 0608/1999 tanggal 5 April 1999;
~ Nomor : SP-0000202/WPJO5/KP. 0608/1999 tanggal 28 April 1999;

" — Memerintahkan Para Tergugat untuk mencabut obyek gugatan Pengpugat
tersebut di atas; . o

- Menghulmm Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Pembanding I, II, I dan IV dalam
Memori Bandingnya telah mengajukan keberatan atas Putusan Sela dan Putusan
Akhir Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 025/G. TUN/ 1999/PTUN-
JKT. dengan alasan-alasan antara lain sebagai berikut :

Terhadap Puifusan Sela :

- Bahwa dalam memberikan pertimbangan hukum Putnsan Sela yang kemudian
dikuatkan dalam Putusan Akhir, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Ne-
gara Jakarta menyatakan dirinya berwenang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa a guo, yang obyek gugatannya adalah Surat Paksa-
surat paksa, pertimbangan hukum tersebut sama sekali tidak benar karena :

1.

524

Surat Paksa tidak dapat-digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ber-
dasarkan Pasal 1 butir 3 jo. Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni tidak memenuhi syarat
final sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal T butir 3 Undang-undang
Peradilan Tata Usaha Negara, baru upaya hukum terhadap Surat Paksa
hanya dapat diajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak se-
suai Pasal 37 (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagih-
an Pajak dengan Surat Paksa (Undang-undang PPSP);

Surat Paksa telah mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hu-
kum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap (vide Pasal 7 UU PPSP) schingga Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta maupun Pengadilan lain dalam lingkungan Repu-
blik Indonesia tidak mempunyai wewenang memeriksa gugatan terhadap
Surat Paksa; o :

Penerbitan Surat Paksa kepada PT. Timor Putra Nasional telah sesuai
dengan ketentuan Undang-undang scbagaimana diatur daiam Pasal 8 huruf
a UU PPSP yang menegaskan bahwa Surat Paksa diterbitkan apabila
penanggung pajak tidak melunasi hutang pajak sampai dengan tanggal
jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran;
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4. Berdasarkan ketentuan Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 37 ayat (1) UU PPSP
tersebut di atas, maka jelas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan terhadap Surat Paksa.

Terbadap Putusan Akhir -

— Bahwa tindakan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah
mencrima penambahan obyek gugatan yang dilalakan oleh Penggugat/Ter-
banding pada saat persidanpan telah memasuki acara Replik berupa Surat
Paksa Nomor : 0000202/WPJ.05/KP.0608/1999 tanggal 5 April 1999 adalah
bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun
1986 dimana ditegaskan bahwa perubahan gugatan hanya diperkenankan da-
tam arti menambah alasan yang menjadi dasar gngatan sampai dengan tingkat
Replik, Penggupat tidak boleh menambah tuntutannya yang akan merugikan
Tergugat di dalam pembelaannya. Jadi yang diperkenankan adalah perubahan
vang bersifat mengurangi tuntutan semula;

— Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hala-
man 68 putusan yang menyatakan bahwa secara de jure mulainya perhitungan
pajak mobil Timor adalah tanggal 2 Februari 1998 merupakan pestimbanpan
hulkum vang kelimu dan sangat tidak berdasar, karena penarikan pajak dan
pungutan impor terutang @ quo, bukan didasarkan pada Keputusan Presiden
dan tidak berkait-an dengan Keputusan Presiden Nomor : 20 Tahun 1998
tanggal 21 Januari 1998, melainkan sebagai konsekuensi logis dari ketidak
mampuan Penggngat/Terbanding memenuhi syarat-syarat pencapaian tmgkat
kandungan lokal sebagaimana ditetapkan oleh pemermtah
Tindakan Tergugat I, 11, ITT dan IV/Pembanding I, T, 11T dan IV dalam
perkara a guo, didasarkan atas ketentuan Pasal 23 (5) Peraturan Pemerintah
Nomor 20 Tahun 1996 tanggal 19 Februari 1996 (bukti T.2) dan Pasal 4 (3)
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK 01/1996 tanggal 29 Februari
1996 (bulkti T.5);

— Bahwa keberatan-keberatan selebihnya merupakan pengulangan dari hal-hal
yang telah disampaikan pada persidangan di tingkat pertama dan telah diper-
timbangkan sepenuhnya secara lengkap oleh Majelis Hakim tingkat pertama,
karenanya tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam Kontra Memori Banding-
nya telah menanggapi Memori Banding dart Para Tergugat I; II; III dan TV/

Pembanding I; IT; I dan IV yang pada aldnmya Penggugat/Terhandmg berke-
simpulan :

1. Menolak keberatan-keberatan dan petitum Para Pembandmg dalam Memori
Banding;

2. Menguatkan dan menerima Putusan Pengadﬂan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor 025/G.TUN/1999/PTUN-IKT. tanggal 19 Juli 1999;
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" Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara dengan mempelajari
secara cermat dan seksama, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Persidangan
dan salinan resmi Putusan Sela dan Putusan Akhir Pengadilan Tata Usaha Ne-
gara Jakarta yang dimohonkan banding serta meneliti surat-surat bukti, dan
memperhatikan Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan
kedua belah pihak yang bersengketa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Jakarta, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada dasarnya sudsh tepat dan benar oleh
karenanya mengambil alih pertimbangan hulum tersebut menjadi pertimbangan
hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sendiri dalam memutus
sengketa di tingkat banding, dengan perbaikan dan tambahan beberapa pertimn-
bangan hukum sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Undang-
wndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berfungsi
untuk memeriksa, dan memutus sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha
Negara sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha INegara oleh Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundangan yang ber-
laku;

Menimbang, bahwa terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah
akibat dari adanya peristiwa hukum baik peristiwa hukum dibidang hukum poli-
tik maupun peristiwa hukum dibidang perdata;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan sengketa dalam perkara ini, telah
mengalami adanya suatu proses, serta telah melalui beberapa rangkaian peristiwa
hukum, utamanya dibidang hukum publil/hukum pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Jakarta sebelum melanjutkan pertimbangan hukumnya, meman-
dang perlu memaparkan secara kronologis dan deskriptif beberapa peristiwa
hwkum yang dianggap penting oleh Majelis Hakim untuk dapat melihat tindakan
hulamm apa yang telah terjadi dan proses-proses hukum yang telah dilalui dida-
tam sengketa ini yang tepatnya sebagai berikut :

1. Bahwa obyek sengketa berupa Surat-surat Paksa yang diterbitkan oleh

Tergugat 1 : _ .
a. Nomor 8-181/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999, '
b. Nomeor S-182/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999;.
¢. Nomor S-183/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999;
d, Nomor S-184/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999,

Yang diterbitkan oleh Tergugat I1 .
a. Nomor : PAX-01/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februari 1999;
b, Nomor 1 PAK-02/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februari 1999;
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¢. Nomor : PAK-03/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februari 1999,

Yang diterbitkan oleh Tergupat 111 :
Nomor 96%/WBC.04/KP.02/1999 tanggai 9 Februan 1959;

Yang diterbitikan oleh Tersugat IV :
a. Nomor : SP-0000182/WPJ.05/KP. 0608/1999 tanggal 5 April 1999;
b. Nomor : SP-0000202/WP1.05/KP. 0608/1999 tanggal 28 Aprit 1999, -

2. Bahwa Surat-surat Paksa vang diterbitkan oleh Tegugat 1, Tergugat II, Tér-
gugat I dan Tergugat 1V, tidak didasarkan kepada Surat Direktur Jenderal
Bea dan Cukai yaitu Nomor : S.951/BC/1998 tanggal 18 November 1998,
perihal : Penagihan Bea masuk dan Pungutan Import lainnya atas pemasukan
mobil sedan Timor atas nama PT. Timor Putra Nasional, yang ditujukan
kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok I{ dan
ITI; dan Surat Menteri Keuangan Nomor 1 8-339/MXK.01/1998, tanggal 13
November 1998, perihal pada pokok surat : yang pada pokoknya meme-
rintahkan untuk melakukan penagihan dan penyelesaian bea masuk dan Pajak
Peruszhaan yang memanfaatkan fasilitas mobil nasional dan menetapkan juga
akan melakukan penagihan bea masuk dan pajak-pajak yang terutang;

3. Bahwa Surat-surat Paksa tersebut di atas, telah diterbitkan oleh Menteri
Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kedvanya termasuk Pegabat
Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan;

4. Apabila diteliti tentang isi/materi Surat-surat Paksa tersebut dan dikaitkan
dengan ramusan Pasal 1 butir 3 Undang-andang Nomor 5 Tahun 1986 ten-
tang Peradilan Tata Usaha Negara, temyata memenum syarat untuk dxscbut
sebagai Keputusan Tata Usaha Negara karena:

1. Surat Paksa merupakan Penetapan Tertul;s

. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara _

. Dikeluarkan berdasarkan Peraturan Perundaug-undangan yang berlaku

. Bersifat konkret, individual dan final; :

. Berisi tindakan hulmm publik (Hukum' Tata Usaha Negara/Hukum Tata

Pemerintahan);
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atan badan hukurm perdata

yakni PT. Timor Putra Nasnonalf?enggugat dengan kewajiban membayai
paiak;

ok

Menimbang, bahwa Majelis Hakim ?engad:lan nggi Tata Usaha Negaia
Jakarta akan mempertimbangkan berkenaan dengan pengecualian Pasal 2 huruf e
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
yang menegaskan : Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar
hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku; bukan/tidak termasuk Keputusan Tata Usaha.Negara, menurut
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Undang-undang tersebut; dengan dikaitkan akan ketentuan pengertian Pasal 37
Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan isi Pasal 10 dan 13 Undang-undang
Nomeor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang ada di Republik
Indonesia, yang hanya ada 4 Badan Peradilan; dikaitkan dengan bunyi Pasal 5
(1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Seng-
keta Pajak, namun meskipun Surat-surat Paksa yang dikeluarkan oleh Tergugat
1, 1L, 111 dan IV, berkepala, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa” seperti teriulis dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 ten-
tang Penagihan Pajak denghn Surat Paksa dan disamakan dengan putusan Hakim
yang tetap den mempunyai kekuatan eksekutorial; tidaklah dapat dikatakan se-
bagai produk Hakim atau badan peradilan, oleh karenanya tidaklah bisa masuk
dalam pengecualian Pasal 2 (¢) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1936, oleh
karenanya Surat-surat Paksa a guo adalah merupakan obyek sengketa dan meru-
pakan kewenangan dengan jalan pengujian keabsahannya oleh Peradilan Tata
Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih dari itu walaupun Undang-undang Nomor 19
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Undang-undang
Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesian Sengketa Pajak, bukan meru-
pakan badan peradilan karenanya tidak menjalankan kekuasaan kehakiman dan
tidak memenuhi syarat untuk menjalankan fungsi justisial berdasarkan Undang-
undang, sehingga bersifat Jex spesialis yang oleh Undang-undang Nomor 17
"Tahun 1997 tersebut menjadi Jex spesialis derogat lex generali (Undang-undang
istimewa/khusus didahulukan berlakunya dari Undang-undang yang Umum)
terhadap Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang Nomor 5
Tahun 1936, namun kalau dilihat materi (is) muatan yang diatur kurang bersifat
khusus yaitu dibidang perpajakan, bea dan cukai namun dilihat dari Lem-
baga/Badan yang diberi kewenangan untuk melaksanakan ternyata bukan lem-
baga/badan peradilan, bahkan mepurut Pasal 5, Undang-undang Nomor 17 Ta-
hun 1997 tersebut, tegas dinyatakan Pembinaan Organisasi, administrasi, dan
keuangan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dilakukan oleh Departemen
Keuangan, dengan demikian azas hukum Jex specialis derogat lex generali tidak
dapat diterapkan dalam kasus seperti perkara ini;

Menimbang, bahwa didalaim posita gugatan Penggugat sebagaimana termuat
pada angka 19 menyatakan tindakan Tergugat-tergugat/Para Pembanding 1, II,
1 dan IV yang telah menerbitkan Surat-surat Paksa sekaligus telah dijadikan
obyek sengketa dalam perkara ini, yang didalam petitumnya antara Jain dimo-
honkan untuk disamping penundaan Pelaksanaan Surat-surat Paksa tersebut
adalah supaya dinvatakan batal serta dinyatakan dicabut dengan alasan Surat-
surat Paksa tersebut telah diterbitkan bertentangan dengan Peraturan Per-
undang-undangan yang berlaku, melanggar Pasal 53 (2)a Undang-undang No-
mor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

528 Yurisprudensi Mahkamaft Agung RI



Menimbang, bahwa Surat-surat Paksa yang merupakan isi obyek Pajak yang
dibebankan wajib dibayar oleh Penggugat, berupa Pajak Bea Masuk, PPnRBM
dan PPN Tahun 1996 sampai dengan tahun pajak 1998 (bukti P-14 A sampai
dengan P.17 - buldi T.13A sampai dengan T-22E);

Menimbang, bahwa dengan dasar adanya Kebijaksanaan Pemerintah tentang
Mobil Timor, yaitu Instruksi Presiden RI Nomor : 2 Tahun 1996 tanggai 19 Fe-
bruari 1996 tentang Pembangunan Industri Mobil Nasional :

— Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1996 tanggal 14 Juni 1996 tentang
Pembuatan Mobil Nasional;

— Keputusan Menteri Penggerak Dana Investasi/Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor : 02/5SK/1996 tanggal 5 Maret 1996 tentang Pene-
tapan PT. Timor Pufra Nasional untuk membangun dan memprakarsai Mobil
Masional; :

— Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 142/ MPP/Kep/6/
1996 tanggal 5 Juni 1996 tentang Pembuatan Mobil Nasional, maka dengan
Keputuszn Menteri Keuangan RI Nomor : 404/KMK.01/1996 tanggal 7 Juni
1996 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mobil dalam rangka pro-
gram mobil nasional tersebut, karenanya sejak tanggal 7 Juni 1996 impor
mobil dalam rangka program mobil nasional seperti tertuang dalam Kepu-
tusan Presiden Nomor : 42 Tabun 1996, telah diberikan pembebasan bea
masuk sehingga bes_amya tarif Bea Masuk menjadi 0% (nol persen) dan
menginstruksikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk atas nama
Menteri Kenangan melaksanakan pembebasan bea masuk tersebut, ini berarti
PT. Timor Putra Nasional telah mendapat fasilitas Pembebasan Pajak Bea
Masuk sejaktanggal 7 Juni 1996 tersebut;

Menimbang, bahwa sebaliknya dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun
19598 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1996 tentang
Pembuatan Mobil-mobil Masional, dan‘dengan Pencabutan tersebui, sejak tang-
gal tersebut, Instruksi Presiden Nomior 2 Tahun' 1996 tentang Pembangunan
Industri Kendaraan Bermotor Nasional dinyatakan tidak berlaku, selanjutnya
sebagai tindak lanjut dari Keputusan Nomor 15/KMK.01/1998 tanggal 21 Jam-
ari 1998, mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor : -404/KMKE.01/1994
tentang Peinbebasan Bea Masuk atas Impor Mobil dalam rangka program mobil
nasional sejak 2 Februari 1998, ,

Menimbang, bahwa berdasarkan isi bunyi Keputusan Menteri Keuangan RI
Nomor 19/KMK.01/1998 tanggal 21 Januari 1998 ditentukan Keputusan ini
mulai berlaku pada tanggal 2 Februari 1998, sehingga Majehs Hukim Pengadil-
an nggt Tata Usaha Negara Jakartd berpendapat sesuai dengan ruang lingkup
pengujian adalah keputusan Tata Usaha Negara bersifat melawan hukum atas
tidaknya dengan bertitik tolak pengujian pada saat dikeluarkannya keputusan
yang digugat {jadi bersifat ex-func); oleh karenanya menuriit huloum, surat-surat
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keputusan di atas, yang telah menjadilcan dasar bagi penerbitan Surat-surat Paksa
(obyek sengketa) yang dikeluarkan oleh Para Tergugat/Para Pembanding, tidak
dapat berlaku mundur, dengan arti kata lain Pembebanan Pajak Bea Masuk,
PPnBM dan PPN tahun 1996 sampai dengan tahun 1998 (saat diterbitkan) Surat
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 19/KMK.01/1998 tidak dapat diperlaku-
kan, dan -bertentangan dengan dasar-dasar dari- Keputusan tentang Pembebasan
Bea Masuk yang telah dikeluarkan terdahulu, jadi bertentangan dengan keten-
tuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal dan ditinjau
isi (materi) substansial, bertentangan dengan maksud isi dari Surat Keputusan
tentang Pembebasan atas Bea Masuk; sekaligus bertentangan dengan peraturan
dasarnya sendiri vaitu bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Ta-
hun 1998 tanggal 21 Januari 1998 tentang Pencabutan Keputusan Presiden No-
mmor 42 Tahun 1996, dan bertentangan dengan Keputusan Menteri Ieuangan R1
Nomor 19/KME.01/1998 tanggal 21 Januari 1998 tersebut; sebagaimana keten-
tuan azas hukum yang berlaku secara umum, bahwa peraturan perundang-
undangan tidak berlaku surat/ mundur (non retroactive);

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai dengan tugas seperti tertuang dalam
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai tugas pula melakukan pengawasan
dari hukum atas Perbuatan Penguasa/ Pemerintah dimana ujud kewenangan
kekuasaan Pemerintah tersebut dalam bidang Pemerintahan yang bersifat terikat
(Gebonden_Bestuur);'_sifamya mendikte saja apa yang harus dilakukan Pemerin-
tah tersebut, tanpa boleh menafsirkan sehingga Hakim Peradilan Tata Usaha Ne-
gara, dan karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
didalam pengujiannya atas Surat-surat Keputusan yang menjadi dasar diterbit-
kannya Surat-surat Paksa tersebut, harus diperhatikan hanya kepada peraturan
dasarnya (Wetmatigheid), oleh karenanya seperti telah dipertimbangkan di atas,
Para Tergugat I, 11, 11l dan [V/Pembanding I, II, HI dan IV didalam menerbitkan
Surat-surat Paksa a guo jelas-jelas bertentangan dengan peraturan dasarnya yaitu
bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.01/
1998 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 404/KMK.01/
1996 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mobil Dalam Rangka Program
Maobil Nasional, yang nyatanya diperlakukan sejak tanggal 2 Februari 1998;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat I, II, 11l dan ['V/Para
Pembanding, vang telah membebankan obyek Pajak kepada Penggugat/Ter-
banding berupa Pajak Bea Masuk, PPnBM dan PPN tahun 1996 sampai tahun
Pajak 1998 (bukti T.13A sampai dengan 22.E, P.14A sampai dengan P.17 dan
1.9}, adalah suaty tindakan bukan saja bertentangan dengan Peraiuran Per-
undang-undangan yang berlaku, melanggar Pasal 53 ayat 2a Undang—undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi dapat juga
dikwatifikasikan telah bertindak sewenang-wenang (Willekeur), yang isinya telah
menyimpang dari norma materiil, dalam arti kata tindakan Para Tergugat I, 11,
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Il dan IV/Para Pembanding, sebagai Pejabat Tata Usaha Negara pada wakiu
mengeluarkan atau mengeluarkan Keputusan tersebut, setelah mempertimbang-
kan semua kepentingan yang tersangkut dengan kepntusan itu seharusnya tidak
sampal pada pengambilan atan fidak pengambilan keputusan tersebut vang
nyata-nyata merugikan kepentingan Penggugat/Terbanding, karenanya telah
melanggar pula Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 53 ayat (2c) tentang
larangan berbuat sewenang-wenang:;

Menimbang, bahwa selain dari peristiwa-peristiwa hukum dan pertimbangan-
pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
yang telah dikemukakan di atas, masih ada beberapa peristiwa hukum yang tidak
diikut sertakan dibahas dalam rangkaian kasus sengketa ini, namun Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa dengan
apa yang telah divraikan dan dlpertnnbangkan terdahulu, permasalahan/seng-
ketanya telah cukup jelas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim
Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Tatd Usaha Negara Jakarta, serta beberapa
tambahan pertimbangan dari Majelis Hakim' Pengadilan Tinggi Tata Usaha MNe-
gara Jakarta tersebut, dimana penerbitan atas Surat-surat Paksa oleh Para Ter-
gogat I, 11, Il dan IV/Para Pembanding I, I, III dan IV, telah nyata dan jelas,
sah_menurut hukum, mengandung cacat-cacat yuridis, dan bertentangan dengan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Pasal 53 ayat (2)a dan {c), oleh karenanya apa yang dinyatakan/dikemukakan
adanya keberatan yang diajukan oleh Tergugat I, I, III dan I'V/Para Pembanding
I, I1, HiI dan IV pada Memori Bandingnya tidak dapat mematabkan putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta baik putusan sela maupun putusan akhir
tersebut, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
berpendapat bahwa Putasan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
025/G.TUN/1999/PTUN-JKT tertanggal 19 Juli 1999 yang dimohonkan ban-
ding tersebut, harus dikuatkan, dengan menambah beberapa pertimbangan hu-
kum seperti telah divraikan di atas, sehmgga amar selengkapnya bcrbuny: seba-
gaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat I, II, IIl dan IV/Para Péihbandmg LI I
dan 1V, adalah dipihak yang kalah, maka kepada mereka dibebarikan untuk
membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tmgkat ‘peradilan,
yang untuk tingkat banding sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusai
ini;

Memperhatikan Ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pera_tufa’n Perundang-undangan yang
terkait serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dalarm sengketa ini;
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MENGADILI:

~ Menerima permohonan banding dari Tergugat I, T'ergugat II, Tergugat III dan
Tergugat IV/Para Pembanding I, II, 11 dan IV;

— Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 025/G.

TUN/1999/PTUN-JKT. tanggal 19 Juli 1999 yang dimohonkan banding,
yang amamya selengkapnya berbunyi sebagai berikut

— Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

— Menyatakan batal Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat I :
a. Momor: 5-181/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1959;
b. Nomor : 8-182/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999;
¢, Nomor: 5-183/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999;
d. Nomor : 8-184/WBC.04/KKP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999;

Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat 11 :

a. Nomor : PAK-01/WBC.03/KP. 03/1999 tanggal 17 Februari 1999;
b. Nomor : PAK-02/WBC.03/KP. 03/1999 tanggal 17 Februari 1999;
¢. Nomor : PAK-03/WBC.03/KP. 03/1999 tanggal 17 Februari 1999;

Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat HI :
Nomor 96%/WBC.04/KP.02/1999 tanggal 9 Februari 1999;

Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat IV :
a, Nomor : SP-0000182/WPJ.05/KP.0608/1999 tanggal 5 April 1999;
b. Nomor : SP-0000202/WPI.05/KP.0608/1999 tangeal 28 April 1999,
— Memerintahkan Para Tergugat untuk mencabut obyek gugatan tersebut di
atas;
—~ Menyatakan :
a. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
025/G. TUN/1999/PTUN.JKT. tanggal 31 Maret 1999;
b. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 025/G.TUN/1999/PTUN.JKT. tang-
gal 19 April 1999; )
¢. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 025/G.TUN/1999/PTUN.JKT. tang-
gal 3 Juni 1999 tetap sah dan berlaku selama proses perkara berlang-

sung sampai ada putusan Penpadilan yang memperoleh kekuatan hukum
tetap; '

- Menghukum Para Pembanding I, 11, Il dan 1V/Para Tergugat 1, II, 111 dan
1V, membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat
Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.120.000,-
(seratus dua puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 22 November 1999,
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oleh kami MARCUS LANDE, SH., Ketua Pengadilan Tingei Tata Usaha Ne-
gara Jakarta selaku Ketwa Majelis, H. ERHANUDDIN EFFENDI, SH. dan NY.
AISYAH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan
dalam persidangan terbuka untuk wmum pada hari Kamis, tanggal 9 Desember
1999 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh H. ERHANUDDIN
EFFENDI, SH. dan NY.-AISYAH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
dan dibantu oleh NY. SAMINTAN SARAGIH, SH., sebagai Panitera pada
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak
atau kuasanya. :

KETUA MAJELIS
o wd L
MARCUSLANDE.SH, .~ -

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
d.
1. H. EHANUDDIN EFFENDI, SH.
tid. "

2. Ny.AISYAH, SH. S

PANITERA,
td,

Ny. SAMINTAN SARAGIH. SH.
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PUTUSAN

Momor ; 025/G. TUN/1999/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili seng-
keta Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, telah memutuskan dengan per-
timbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

PT. TIMOR PUTRA NASIONAL, Badan Hukum Indonesia, beralamat di Jalan
Medan Merdeka Timur Nomor 17, Jakarta Pusat, diwakili oleh Direktur
Utama, Drs. SUHARTO, warga negara Indonesia, dalam hal ini mem-
beri kuasa penuh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari
1999 kepada ;

1. H. SUDJONO, SH.;

2. F.M. PRADANA, SH;;

3. BHISMOKO WN, SH,

Advokat dan Pengacara, pada Law Office SUDJONO & PARTNERS,
beralamat di Jalan Pintu Air V Nomor 40 B, Jakarta 10710, selanjutnya
disebut sebagai : PENGGUGAT;

Melawan:

1. KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A JAKARTA,
berkedudukan di Il. Angkasa No. 3 Kemayoran Jakarta Pusat, selanjut-
nya disebut sebagai TERGUGAT [;

2. KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAL TIPE A TANJUNG
PRIOK HI, berkedudukan di Jl. Pabean No. 1 Tanjung Priok Jakarta
Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

3. KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAIL TANJUNG PRIOK
1, berkedndukan di Jl. Suolawesi Ujung No. 1 Tanjung Priok Jakarta
Utara, selanjutnya disebut sebagal TERGUGAT II};

4. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA TANAH ABANG,
berkedudukan di Jl. Penjernthan Raya Ujung Nomeor 36 Jakarta Pusat,
selanjuinya disebut sebagai TERGUGAT 1V;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor 025/G.TUN/1999/PTUN-JKT. tanggal 31 Maret 1999 tentang Penun-
daan Pelaksanaan Surat Keputusan
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— Tergugat I (Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Jakarta) berupa
Surat Paksa Nomor : S-181/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 1% Februari 1999;
S-182/WBC.04/KP.04/1999 tanpgal 19 Febiuwari 1999; 5-183/WBC.04/
KP.04/1999 tanggal 19 Febroari 1999; Nomor: S-184/WBC.04/KP.04/1999
tanggal 19 Februari 1999,

— Tergugat II (Kepala Kantor Pelayanan Pa_;ak Bea dan Cukai Tipe A Tanjung
Priok III) berupa Swat Paksa Nomeor PAX-01/WBC.04/ KP.03/1999 tanggal
17 Februari 1999; Nomor : PAK-02/WBC.04/ KP.03/1999 tanggal 17 Febru-
ari 1999; Nomor : PAR-03/WBC.04/ KP.03/1999 tanggal 17 Februari 1999;

— Tergugat I (Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok II) be-
rupa Surat Paksa Nomor : 969/ WBC.04/KP.02/1999 tanggal 9 Februari 1999

Telah membaca Penetapan Kefua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nornor ; 025/Pen/1999/PTUN-IKT. tanggal 1 April 1999 tentang Penunjukan
Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah memba. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ja-
karta Nomor 025/PEN-HS/PTUN.J/1999 tanggal 5 April 1999, tentang hari pe-
meriksaan persiapan yang pertama pada hari Selasa tanggal 13 April 1999;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta, Nomor 025/G.TUN/I999/PTUN-JKT. tanggal 19 April 1999 tentang
Penundaan Pelaksanaan Surat Kepitusan Tergugat TV (Kepala Kantor’ Pelayan-
an Pajak Jakarta Tanah Abang) berupa Surat Paksa Nomor SP-0000182/
WPI.05/KP. 0608/1999 tanggal 5 April 1599,

Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta MNomor : 025/G. TUN/1999/PTUN. JKT tanggal 19 Mei 1999, tentang
Penolakan Eksepsi Tergugat;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 025/G.TUN/1999/
PTUNJKT tanggal 3 Juni 1999 tentang penundaan Pelaksanaan Surat Kepu-
tusan Tergugat 1V (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tanah Abang) No-
mor : SP-0000202/WPJ.05/KP.(608/1999 tanggal 28 Apnl 1999,

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengarkan keterangan pihak yang berperkara dimuka persxdangan
Telah membaca Berita Acara yang bersangkutan dalam perkara ini;

TENTANG DUKUKNY A PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengpugat Tergugat” dengan surat
gugatan tertanggal 17 Maret 1999, yang diterima dan terdafiar didalam Register
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Maret
1999 Nomor : 025/G. TUN/1999/PTUN-JKT. dan telah diperbaiki pada tanggal
15 April 1999, yang berbunyi sebagai berikut :
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Adapun dasar gugatan adalah sebagai berikut :

1.

Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Penggerak Dana
InvestasifKetua Badan Koordinasi’ Penanaman Modal No. 02/5K/1996
tanggal 5 Maret 1996, ditetapkan untuk membangun dan memproduksi
mobil nasional, yang hanya bertindak selaku prinsipal bukan sebagai agen
tunggal pemegang merk;

Bahwa Penggugat memperoleh Pembebasan Bea Masuk dan PPnBM seba-
gaimana disebutkan dalam Keppres Nomor : 42 Tahun 1986, Inpres Nomor
2 Tahun 1996, Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor 142/MPP/Kep/6/1996 tanggal 5 Juni 1996, Surat Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 404/KMK.01/1996;

Bahwa Para Pepggugat pada tahun 1998 dan tahun 1999, tanpa mendengar
atau memberi kesempatan bagi Penggugat untnk membela diri terlebih da-
hulu, secara melawan hukum telah menerbitkan surat-surat sebagaimana
akan diutarakan di bawah ini;

Bahwa Tergugat I telah menerbltkan Surat Paltsa ditujukan kepada Peng-
gugat, yakni :

Nomor : $-1831/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999;
Nomor : 5-182/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999;
Nomor : 5-183/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999;

" Nomor : $-184/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999;
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Bahwa Tergugat Il telah menerbitkan Surat Paksa ditujukan kepada Peng-
gugat, yakni :

Nomor PAK-01/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februari 1999;
MNomor PAK-02/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februari 1999,

" Nomor PAK-03/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februari 1999;

Surat-surat tersebut diterima Penggugat tanggal 23 Februari 1999;

Bahwa Tergugat {II telah menerbitkan Surat Paksa Nomor : 5.96%/WBC,
04/KP.02/1999 tanggal 9 Februari 1999 yang diterima Penggugat pada
tanggal 9 Februari 1999;

Bahwa Tergugat IV, telah menerbitkan yang ditujukan kepada Penggugat
Surat Paksa Nomor : SP-0000182/WBC.05/KP.0608/1999, tanggal 5 April
1999, yang diterima Penggugat pada tanggal 8 April 1999;

Bahwa Surat Paksa pada butir 4, 5, 6, 7 di atas adalah Penetapan Tertulis
Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final
Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 dan gugatan ini
diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 17 Maret 1999,
diajukan perbaikan tanggal 15 April 1999, dengan demikian gugatan a quo
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i1

12.

i3.
. jutan dari Pemerintahan Lama, sebelum  mengeluarkan” Keputusan*(Surat

masih dalam tenggang waldu diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ja-
karta (Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986);

Bahwa Surat Paksa Tergugat I, II, III terscbut didasarkan Sirat Direkctur
Jenderal Bea dan Cukai yaitu Surat Momor : S.951/BC/1998 tanggal 18
November 1998, perihal : Penagihan Bea Masuk dan Pungutan Impor lain-
nya atas pemasukan Mobil Sedan Timor atas nama PT. Timor Putra Na-
sional, vang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukal
Tipe A Tanjung Prick I1 dan I1I;

Bahwa scbagai dasar Surat Tergugat IV adalah surat Menteri Keuangan
Nomor 8.589/MK.01/1998 tanggal 13 November 1998, perihal pada pokok
surat yang dalam pokoknya memerintahkan yang tersebut pada surat untuk
melakukan penagihan dan penyelesaian bea masuk dan Pajak Perusahaan
yang memanfaatkan fasilitas mobil nasional MENETAPKAN akan melaku-
kan penagihan bea masuk dan pajak-pajak yang terhutang;

Surat Menteri Keuangan Nomor : S.589/MK.01/1998 tanggal 13 November
1998 tersebut juga sebagai dasar Direktur Jenderal Bea dan Cukai mener-
bitkan surat Nomer : 8.951/BC/ 1998, tanggal 18 November 1998;

Bahwa Surat Direktur ‘Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 8.951/BC/1998,
tanggal 18 November 1998 dan Surat Menteri Keuangan-Nomor : 5.589/
MI.01/1998 tanggal 13 November 1998 didasarkan Surat Menteri Perin-
dustrian dan Perdagangan Nomor 824/ MPP/8/1998 tanggal 7 Agustus
1998, perihal Mobil Timor, yang pada pokoknya inenetapkan mobil timor
tidak memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam Keppres Nomor
42/1996 dan Keputusanr Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
142/1996, juga dipermasalahkan pajak-pajak yang terhutang dalam rapat
Dispute Settlement Body WIO,

Bahwa Surat yang diterbitkan oleh Tergugat-1-manpun Tergugat I, Ter-

gugat III, Tergugat I'V merupakan Penetapan Tertuhs Pejabat Tata Usaha
Negara, sebab :

a. Bahwa surat-surat tersebut  diterbitkan oleh Menteri dan Direktur
Jenderal, yang notabene adalah Pejabat Tata Usaha Negara;

b. Bahwa surat-surat tersebut berisi suatu Penetapan bahwa Penggugat te-
lah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam KEPPRES
42/1996 dan Keputusan MEMPERINDAG 142/1996;

¢. Bahwa surat-surat tersebut ditujukan kepada Penggugat,
d. Bahwa surat-surat tersebut mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Bahwa Menteri Keuangan dari Pemerintahan Baru yang ‘merupakan ketan-

Nomor 589/MK..01/1998), scharusnya mempelajari lebih ¢ermat dan men-
dalam serta meneliti terlebih dabulu arsip yang berhubuiigan dengan fasili-
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tas Mobil Nasional Sedan Timor, misalnya apakah sudah ada Swat Mem-
perindag semacam yang lain, Surat Dirjen Bea & Cukai yang telah mem-
berikan fasilitas pembebasan bea masuk dan lain-lain pajak, schingga dengan
demikian Menteri Keuangan yang sekarang berkuasa ini tidak akan terje-
bak, dan membuat keputusan yang bertentangan, yang menurut falsafah
orang timur Menjilat kembali Ludahnya;

Bahwa sehingga surat yang diterbitkan Menteri Keuangan tersebut sangat
bertentangan dengan Hukum pada umumnya dan dengan Surat Menteri
Perindustrian dan Perdagangan Nomor 269/MPP/2/1998 tanggal 23 Fe-
bruari 1999, perihal pada pokok surat Pembebasan Bea Masuk dan PPnBM
atas impor mobil Timor, pada khususnya, sebab :

A. ~Bahwa Surat Memperindag terdahulu Momor : 269/MPP/2/1598 meru-
pakan Kebijaksanaan dari seorang Pejabat Tata Usaha Negara yang
sah, sebab surat tersebut didasarkan kepada pertimbangan yang bijak-
sana dan akurat yaitu :

A.l. Bahwa surat tersebut mengacu kepada falda-fakta di lapangan,
dalam hal ini adanya semangat dan dedikasi tinggi dari Peng-
gugat atau mewujudkan salah satu kebanggaan nasional untuk
memiliki pabrik mobil nastonal, yaitu dengan telah dimulainya
Pembangunan Pabrik Mobil Nasional Sedan Timor di Cikampek
yang sampai dengan saat ini “Kini” telah melakukan investasi
sebesar USD 413.75 juts;

AZ. Bahwa surat tersebut mengacu kepada hasil Audit PT. Suco-
findo, jadi hasil audit PT. Sucofinde tersebut dipakai sebagai
pertimbangan untuk Tidak Membunuh Bayi pabrik Mobil Na-
sional Sedan Timor yang Baru Saja Lahir {(bandingkan dengan
Surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang didasarkan
kepada pertimbangan yang sama hasil audit PT. Sucofindo justru
dipergunakan untuk membunuh BAYI pabrik mobil nasional Se-
dan Timor yang baru LAHIR, tanpa mempertimbangkan jiwa
nasional - Industrialis);

AJ3. Bahwa surat tersebut didasarkan pula kepada pertimbangan-
pertimbangan adanya Kebanggaan Nasional, ialah keinginan
Bangsa Indonesia untuk mempunyai Pabrik Mobil Nasional da-
lam rangka menghadapi era globalisasi (ingat PT. Timor Putra
Nasional bukan satu-satunya Pabrik Mobnas), sehingga Pabrik
Mobnas Timer harus DIBIARKAN HIDUP dan TIDAK
BOLEH DIMATIKAN SECARA SADIS (vide Surat Memper-
indag Nomor : 269/MPP/2/1998 angka 5, 6) dan yang dapat

" menghayati hal yang demikian hanyalal szorang Menteri yang
Nagionalis, Agamis, Bermoral, Berdedikasi Tinggi Pada Ne-
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gara dan Bangsa, Bermoral, Tidak Pendendam serta tidak
‘memanfzatkan pertimbangan politik sesaat;

B. Bahwa Surat Memperindag Nomor 269/MPP/199% tersebut meru-

pakan kebijaksanaan yang sah dan memberikan atau menimbulkan
HAK dan membebaskan snatn KEWAJIBAN bagi orang, sehingga ti-
dak dapat dikesampingkan oleh siapa saja, baik Menteri yang bersang-
lutan maupun oleh PENERUSNYA, toh mereka sama merupakan
suatx kesatuan yang berkesinambungan dalam Pemerintahan NE-
GARA KESATUAN yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancas:la bu-
kan NEGARA BARU;

C. Bahwa oleh karena surat tersebut tidak memuat Vezlrgherd Clausule,
maka tidak dapat disingkirkan;

D. Bahwa dalam Rapat Dispute Settlement Body WTO tidak pernah

dipermasalahkan soal pemungutan pajak-pajak yang terhutang;

Bahwa untuk mempertanggungjawabkan suraitnya {(MNoinor 269/MPP/2/
1998), Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada waktu itu Bapak T.
Ariwibowo dengan’ Suratnya dengan Surat No. 362/MPP/3/1998 tanggal 10
Marét 1998, perihal Perpajakan Mobil Timor, falah adanya pertemuan
antara Menperindag dengan Para Duta Besar Jepang, Uni Eropa dan
Amerika Serikat; serta mengadakan pembicaraan dengan pihak Team Inter-
national Monetery Funds (IMF), yang pada prinsipnya pihak IMF “tidak
berkeberatan atas pemberian fasilitas teritang pembebasan Bea Masuk dan
PPn BM ditanggung Pemerintah bagi 15.000 unit Mobil Timor ex impon
yang belum terjual (P-9);

Bahwa surat Direktur Jenderal Bea dan’ Cukai No. $.951/BC/1998 yang
didasarkan pada Surat Menteri Keuangan ' dan Menteii Perindustrian dan
Perdagangan tersebut bertentangan dengan Surat Menter] Perindustrian dan
Perdagangan terdahulu yaitu surat No. 269/MPP/2/1998 tanggal 23 Febru-
ari 1998, dan Surat Direkiur Jenderal Bea dan Cukai No. S-322/BC/1998
tanggal 23 Maret 1998 serta Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun
1994, sebab :

A. Bahwa mengenai keabsahan' dan keakuratan Surat Menter; Perindus-
trian dan Perdagangan terdahulu (No. 269/MPP/2/1998) telah diurai-
kan di atas, sehingga tidak perlu divraikan lagi;

B. Bahwa jelas Direktur Jenderal Bea dan Cukai tidak berwenang men-
cabut Surat Dirjen Bea & Cukai No. $-322/BC/ 1998 tanggal 23 Ma-
ret 1998 yang didasarkan kepada Surat Menperindag: No, 269/
MPP/2/1998 yang sah (vide uraian terdahulu/di atas);

C. Bahwa menurut Pasal-5 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun
1994 tersebut di atas dilarang memungut pajak unmk kedua kali,
padahal Mobnas Sedan Timor telah mempunyai BPKB dan STNK
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21.

yang diterbitkan ATAS DASAR FORMULIR A YANG TELAH
DISETUIUI OLEH DIRJFEN BEA & CUKALI, ini berarti atas Mobnas
Sedan Timor tersebut telah DIBAYAR PAJAKNYA (vide Pasal 33
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983);

Bahwa- Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagai Pemegang Jabatan
Tekhnis, — lain dengan Menteri yang merupakan jabatan politis —, tentu
saja profesionalis dan bukan robot, serharusnya mempelajari secara cermat
dan mendalam dokumen-dokumen atau arsip yang ada pada Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai, dan kalau menemukan dokumen, casu guo surat
Memperindag Nomor : 269/MPP/2/1998 tanggal 23 Februari 1998 yang
bertentangan dengan surat MEMPERINDAG yang baru seharusnya Direk-
tur Jenderal Bea dan Cukai mengklarifikasikan surat-surat tersebut ke
Memperindag lewat Menteri Keuangan, jikalau demikian tidak akan terjadi -
Penjilatan Ludah Kembali;

Bahwa berdasarkan apa yang telah divaraikan di atas, tindakan Para Ter-
gugat menerbitkan Surat Paksa seperti diuraikan pada butir 4, 5, 6 dan 7 di
atas adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undanpan yang ber-
laku (Pasal 53 (2)a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986), maka seharus-
nya surat-surat tersebut dibatalkan;

Bahwa namun demikian meskipun mengetahui kalau perbuatannya berten-
tangan dengan hukum, akan tefapi Tergugat I, IT, III dan IV tetap menerbit-
kan SURAT PAKSA sehingga jelas perbuatan mereka merupakan
perkosaan terhadap hak-hak Penggugat sehingga menimbulkan kerugian
yang tidak sedikit;

Bahwa jikalau perbuatan Tergugat I, II, IIL, IV itu tidak segera dihentikan,
dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi
Penggugat, maka sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
mengeluarkan Penetapan memerintahkan Tergugat I, II, III, IV menunda
dan tidak melaksanakan SURAT PAKSA sampai perkara a guo. mempunyai
kekuatan hukum yang tetap,;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon kiranya Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutuskan : :

DALAM PENUNDAAN :

Memerintahkan kepada Tergugat LI 10, IV menunda serta tidak melak-~
sanakan Surat Paksa yang. d1terb1tkan
~ Tergugatl:

Nomor : S-181/WBC. 04/KP 04/ 1999 tanggal 19 Februari 1999;

Nomor : S-182/WBC.04/KP.04/1999 tangeal 19 Februari 1999;

Nomor : S-183/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999;

Normor : S-184/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999,
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— Tergugat Il :
-Nomor : PAK- (}I/WBC 03/KP.04/1999 tanggal 17 Februan 1999
Nomor : PAK-02/WBC.03/KP.04/1999 taniggal 17 Februari 1999;
- Nomor : ?AK-03IWBC 03/KP.04/1999 tanggal 17 Februari 1999
S Tergugat Hi: - ' :
* Nomor : 969/WBC.04/KP.02/ 1999 tanggal 9 Febman 1999
- Tergugat v: :
“Nomor : SP-0000182/WPI.05/KP. 0608/1999 tanggal 5 Apn] }999
Nomor : SP-0000202/WPJ.05/KP. 0698/ 1999 tanggal 28 Aprll 1999
DALAM POKOK PERKARA : .
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
— Menyatakan BATAL :
Surat Paksa yang diterbitkan Tergugat 1:
a. Nomor : 8- 181/WBC 04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999,
b. Nomor : - IS’NWBC 04/KCP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999;

c. Nomor : S- 183/WBC.04/KP. 04/ 1999 tanggal 19 Februari. 1999;
-d. Nomor : S-184/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Febman 1699;

“Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat 11 ; Je
a. Nomor : PAK-01/WBC.03/KP.04/1999 tanﬂgal 17 ‘Februari 1999
b. Nomor : PAK-02/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februari 1999;
<. Nomor : ?AK 03/WBC 03/KP 04/1999 tanggai 17 Februan 1999

Surat Paksa yang dlterbxtkan oleh Tergugat 0¥ : o
Nomor : 969/WBC.04/KP:02/1999 tanggal 9 Fabruarx 1999

Surat Paksa yang dtterbltkan oleh Tergugat o o
Nomor ; SP- OOOOIBZIWPI 05/KP. 0608/ 1959 tanggal 5 Apnl }999

~ Memerintahkan Para Tergugat untuk mencabut obyek gugatan Penggugat
tersebut di atas;

— Menghukum Para Tergugat untuk membayar blaya perkara

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kadua belah pi-
hak telah datang menghadap- dipersidangan,  Penggugat hadir ‘Kuasanya H.
Sudjono, SH, dan F.M. Pradana, SH: dengan Surat Kuasa Khuisus 014/SP/11/99
tertanggal 23 Februari 1999, -sedanigkan: Tergugat '1-jugahadir Kuasanya
Hartono,; SH., Tambus M, Naiborlw, SH:; LL.M.; Djangkung ‘Sudjarwadi, SH.,
LL.M, Sugiri Budi Santoso; SH., Sri Muljo’ Rahartani,*SH.*Sri Sunardi, SH. dan
Didik - Hariyanto, SH., ~dengan ' Swrat” ‘Kuasa® ‘Khustis™ Nomor :
425/SKU/WBC.04/KP.04/99 tanggal 08 April 11999, wituk Tergugat II hadir
kuasanya Hartono; SH., Tambus M. Naiborhu, SH.,LL:M., Djangkung Sudjar-
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wadi, SH.LL.M., Sugiri Budi Santose, SH., Sri Muljo Rahartani, SH., Sri
Sunardi, SH., dan Didik Hariyanto, SH. Nomor : 326/SKU/WBC.04/KP.03/
1999 tanggal 08 April 1999, untuk Tergugat III hadir kuasanya Hartono, 5H.,,
Tambus M. Naiborhu, SH.,LL.M., Djangkung Sudjarwadi, SH.LL.M., Sugiri
Budi Santoso, SH., Sri Muljo Rahartani, SH., Sri Sunardi, SH., dan Didik Hari-
yanto, SH. Nomeor : 0403/SKU/ WBC.04/K.P.02/1999 tanggal 08 April 1999, dan
untuk Tergugat IV hadir kuasa-nya Hartono, SH.,, Tambus M. Naiborhu,
SH.,LL.M., Djangkung Sudjarwadi, SH. LL.M., Sugiri Budi Saatoso, SH., 5n
Muljo Rahartani, SH., Sri Sunardi, SH., dan Didik Hariyanto, SH. Nomor :
SKU-02/WPL05/KKP.06/1999 tanggal 27 April 1999; :

Menimbang, bahwa Para Tergugat dengan surat jawaban yang diajukan pada
tanggal 5 Mei 1999 telah mengaiukan Eksepsi vang pada pokoknya sebagai
berikut : :

1. Dalam Perlawanan :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Ta-
hun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP), dise-
butkan bahwa “Gugatan Penanggung Pajak Terhadap Pelaksanaan Su-
rat Paksa, Sita, atau Lelang hanya dapat diajukan kepada Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP)”, oleh karena itu Pengadilan
Tata Usaha MNegara Jakarta tidak berwenang menerbitkan Penetapan
untuk menunda Surat Paksa;

2. Bahwa. berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-undang No-
mor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan
bahwa “Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi
wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk
menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara ter-
tentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan
melalui upaya administratif yang tersedia”. Sesuai dengan ketentuan
tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak atan belum ber-
wenang memeriksa apalagi membuat suatu penetapan yang menunda
pelaksanaan Surat Paksa, karena masih tersedia upaya administratif
terhadap penerbitan Surat Paksa, yaitu mengajukan gugatan kepada
BPSP;

-3. . Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-undang
- Nomor 5 Tahun:1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, seharus-
nya permohonan Penggugat dalam saratnyz Nomor  054/SP/4/1999
tanggal 15 April 1999 untuk menangguhkan Surat Paksa seharusnya
tidak dapat dikebulkan dan ditolak Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta, karena Pelaksanaan Surat Paksa untuk penagib-

an pajak dan bea masuk adalah demi kepentingan umum dalam rangka
Pembangunan Nasional. Oleh sebab itu Penetapan Majelis Hakim
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Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menunda pelaksanaan Su-
rat Paksa tersebut adalah tidak sah, cacat hukum, dan bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas nyatalah bahwa Penetapan Ma-
jelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta didasarkan pada per-
timbangan hukum yang salah, dan keliru pada pertimbangan hukum yang
berlaku, karena hanya berdasarkan keterangan sepihak dari Penggugat.
Oleh karena itu Tergugat I sampai dengan Tergugat I'V mohon kepada Ma-
jelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengangkat dan
mencabut Penetapan tersebut sebelum putusan akhir dalam perkara a quo
dijatuhkan;

1. #fillam Eksensi :

1.

Bahwa sebégaimaha disebutkan P'enggﬁgat dalam posita gugatan yang

. menjadi obyek gugatan dalam perkara a quo adaiah Surat Paksa yang

o diterbitkan oleh Para Tergugat yaitu :

a. Surat“surat Paksa Tergugat 1 terdiri dan o
* Nomor : S-181/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februan 1999;
* Nomor : 5-182/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999,
- * Nomor ; 5-183/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999;
* . Nomor : 5-184/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999;

* b, Surat-surat Paksa Tergngat II terdiri dari :

~* Nomor : PAK-01/WBC. 03/KP.04/1999 tanggal 17 Februan 1999,
_* Nomor : PAK-02/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februari 1999;
~% Nomor : PAK-03/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februan 1999

~ c. Surat-surat Paksa Tergugat 11 terdiri dari:

“* Nomor: 969/WBC. 04!!{1’ 02! 1999 tanggai 9 Februan 1999;
d. Surat-surat Paksa Tergugat v terdm dari :

# Nomor, : SP-0000182/WP.0S/KP. 0608}"199'55 tanggal 5 April
1999;

Bahwa Surat Paksa tersebut d]teibltkﬁﬂ oleh Para Tergugat dalam

-rangka melakukan penagihan Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai’

dan Barang Mewah (PPnBM) kepada Penggugat in casn PT. Timor’

 Putra Nasional :(PT:+TPN) berdasarkan ketentuan :Undang-undang

Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa,
oleh karena Penggugat: tidak memenuhi kewajlbannya meskipun
kepadanya telah diberikan peringatan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 19
Tahun 1997, dengan tegas disebutkan bahwa yang dimaksud dengan
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Pajak adalah “semua jenis Pajak yang dipungut ¢leh Pernerintah Pusat,
termasuk Bea Masuk & Cukai dan Pajak yang dipungut Pemerintah
Daerah menurut Perundang-undangan yang berlaku™;

-+ 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomer 19 Ta-

-~ hun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa disebutkan

bahwa “Gugatan penanggung pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa,

.. Sita dan Lelang hanya dapat: diajukan kepada Badan Penyelesaian

- Sengketa Pajak™.  Oleh karena itn Majelis Hakim Pengadilan Tata

© Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa-dan menga-

dili gugatan atas Surat Paksa, sebab gugatan tersebut merupakan

kewenangan dari Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) untuk
merneriksa dan mengadilinya (Kompetensi Absolut);

5, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 17 Ta-
hun 1997 tentang Badan Penyelesaian Senpketa Pajak, ditentukan
bahwa BPSP mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memu-
tus sengketa pajak, yaitu sengketa yang dapat diajukan Banding atau
gugatan kepada BPSP. Tugas dan wewenang BPSP tersebut berada
diluar tugas dan wewenang Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha
Negara;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-undang No-

: mor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan
bahwa “Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi
wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk
‘menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara ter-
tentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan
melalui upaya administratif yang tersedia”. Dengan demikian gugatan
terhadap Surat Paksa yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadil-
an Tata Usaha Negara Jakarta adalah prematur, karena gugatan a quo
harus terlebih dahulu diajukan kepada BPSP;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat
harusiah diajukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP), bu-
kan diajukan Peradilan Tata Usaha Negara, Karenanya demi hukum

- dan tata tertib beracara, sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan

- {2} Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Tergugat I sampai dengan
Tergugat IV mohon agar sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memberikan
putusan atas Perlawanan dan Eksepsi Kompetensi Absolut yang diaju-
kan oleh Tergugat I sampeu dengan Tergugat IV dengan amar sebagai
berilout ; i .

DALAM PERLAWANAN :
1. Menerima perlawanan Tergugat I sampm dengan Tergugat v;
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Mencabut dan menyatakan tidak berlalz Penctapan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakaria Nomor 025/G.TUN/1999/
PTUN.JKT tanggal 19 April 1999,

DALAM POKOK PERKARA

i
2.

Menerima Ekseps&Tergugat 1 sampai dengzn Tergugat v;

'Menyatakan bahwa Pengadllan Tata Usaha ‘Negara Jakarta tidal
berwenang untuk memeriksa dan mengadxh perkara gugatan yang
dia_}ui{an oleh Penggugat;

Menghukum Penggugat untuk ﬁlembayal blaya pe: kala yang timbul

dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap 3awaban Tergugat tersebut Penggugat pada

persidangan tertanggal 12 Mei 1999, te}ah mengagukan tanggapan eksepsi seba-
gax benkut _— .

1.

I

: 'DALAM PERLAWANAN

Bahwa terhadap yang dikeluarkan oleh Badan Peradﬂan Tata Usaha Negara

'(PERATUN) berdasarkan Pasal 67 ayat {4) Undang-undang Nomor 5 Ta-

hun 1986, tidak d;mungkmkan adanya perananan sebab tidak ada dasar

la.

L.b.

hukumnya;
_ DALAM EKSEPSI :

Bahwa kemudian Pasal 24 ayat ( 1) Undang~Undang Dasar }945 ber-
bunyi : Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebush Mahkamah
Agung dan lain-lain badan Kehakiman . menurut Undang-undang;
bahwa kemudian Pasal 24 ayat (1) tersebut: dilaksanakan oleh Undang-
undang Nomor 14 Tahun 1970, yang dalam Pasal 10 berbunyi :

{1} Kekuasaan Kehakiman dxiakukan oleh Pengadllan da]am ling-

knngan

a. Peradilan Umum;

b. Peradilan Againa

e Perad;lan Militer; . .
d. Peradilan Tata Usaha Negara

(2) Mahkamah Agung adalah Pengadllan Negara Tertmggl

(3) Terhadap putusan-putusan yang ‘diberikan- tingkat ferakhir oleh
Pengadilan-pengadilan lain-dari pada:Mahkamah Agung, Kasasi
dapat diminta kepada Mahkamah Agung; -

- (4) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi ‘atas perbuat-

an Pengadilan vang lam menurut ketentuan yang dltetapkan oleh
undang-undang; -
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l.c.

l.d.

24

2.h.

546

Bahwa selanjutnya Pasal 33 Undang~undang Momor 14 Tahun 1970
berbunyi :

Badan-badan Peradilan khusus disamping Badan-badan Peradilan yang
sudah ada, hanya dapat diadakan dengan Undang-undang;

Bahwa oleh karena Pasal 13 tersebut di atas secara tegas disebutkan
Badan Peradilan Khusus, maka Badan/Lembaga yang dibentuk harus
memakai nama : Badan Peradilan, sebagai contoh yang baru dibentuk
Badan Peradilan Niaga atau Pengadilan Niaga;

Bahwa dengan demikian Badan Penyelesaian Sengketa Pajak/ BPSP
bukanlah suatu Badan Peradilan yang menurut peraturan perundang-
undangan sebagai pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa oleh karena BPSP bukan Badan Peradilan yang inkonstitusional
dan tidak termasuk dalam pengertian Badan Yudikatif, maka ke-
beradaannya dan kedudukannya tidak dapat disamakan dengan Badan
Peradilan yang Konstitusional dan konsekwensinya lebih lanjut, BPSP
tidak .mempunyai kewenangan absolut, sehingga dalam gugatan i»

. casu, tidak dlmungkmkan adanya Eksepsi terhadap Kewenangan Abso-

fut;

Bahwa oleh karena BPSY itu bukan Badan Peradllan maka Hulkum
Acaranya Tidak Obyektif dan tidak Lengkap sebab BPSP tidak di-
bawah Pengawasan Mahkamah Agung, melainkan pembinaannya di-
lakukan oleh Menteri Keuangan, sehingga putusannya akan terasa Jauh
Pari Rasa Keadilan;

. Bahwa disamping alasan angka 2b, juga maksud diadakannya atau

dibentuknya BPSP itu semata-mata untuk memperoleh pemasukan uang
yang sebesar-besarnya dari pajak dan juga anggota Majelis diangkat
oleh Menteri Keuangan dari orang yang mempunyai keahlian dibidang
Perpajakan yang tidak pernah memperoleh pendidikan sebagai soerang
yang selayaknya akan memberikan keadilan dalam Badan Peradilan,
maka putusannya akan dirasakan oleh masyarakat sebagai putusan yang
jauh dari rasa keadilan, apalagi putusannya tidak dapat dimintakan Ka-
sasi ke Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi;

. Bahwa oleh karena, menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 1597,

untuk menjadi anggota Majelis BPSP dan menjadi Kuasa Hukum
Pemohon dalam BPSP antara lain harus mempunyai keahlian di bidang
Perpajakan, maka yang menjadi wewenang BPSP hanyalah sengketa
pajak yang murni timbul dari ketentuan-ketentuan peraturan per-
undang-undangan perpajakan sehmgga mereka seandainya pengetahuan
limu Hukum Keperdataan minim saja dan sebagai akibatnya kalau
permohonan penyelesaian tentang sengketa pajak itu didasarkan kepada
Perbuatan Penguasa yang melawan hukum (Onrechtmatige Overheids
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Daad), dan/atan Perbuatan Penguasa yang sewenang-wenang {Willekeur)
sudah sangat jelas mereka Tidak Mampu memberi Putusan yang ber~
dasarkan Hukum dan Keadilan;

(Mohon periksa Pasal 38 Undang’undang Nomor 19 Tahun 1997 yang
berbunyi

(1) Gugatan pibak ketaga ‘{erhaciap kepemtlﬁcan barang yang -disita
hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri);

3.b. Bahwa dari bunyi Pasat 38 Undang‘undang Nomor 19 Tahun 1997 ter-
sebut, sudah sangat jelas kalan BPSP tidak berwenang memutus seng-
keta vang dasarnya Kepemilikan, yang nota bene terlihat dalam lapang-
an Hukum Keperdataan, sehingga demikian juga kalau dasar gugatan-
nya adalah perbuatan penguasa yang melawan hukum dan séwenang-
wenang yang nota bene terletak dalam hukum Keperdataan -dan Hukum
Tata Usaha Negara yang berwenang memutus bukan BPSP melainkan
Badan Peradilan Tata Usaha Negara;

3.c. Bahwa didalam gugatan in casu, jikalau dibaca secara telm dan cermat
didalam positanya jelas Surat Paksa dan surat-surat Dirjen Bea dan Cu-
kai serta Dirjen Pajak itu didasarkan kepada Surat Menteri Keuangan
Nomor S.589/ MK.01/1998 tanggal 13 November 1998 (yang mana su-
rat tersebut tidak pernah diberikan atau ditembuskan kepada Penggugat
casu guo PT. Timor Putra Nasional dan tidak pernah divsnumkan se-

- - hingga tidak berlaku tenggang waktu 90 (sembilan’ puluh) hari, yang
merupakan perbuatan penguasa yang melawan hukumi; sebab surat ter-
sebut didasarkan kepada sorat:Meriteri Perindustrian dan Pérdagangan
Nomor 824/MPP/1998 tanggal 13 November 1998 yang diterbitkan se-
cara sewenang-wenang (wrllelceung),

3.d. Bahwa eleh karena gugatan Penggugat dldasarkan kepada perbuatain
penguasa yang melawan hukum dan sewenang-wenang serta Menteri
Keuangan, Direktur Jenderal Bea dan ‘Cukai, Direktur Jenderal Pajak
adalah Pejabat Tata Usaha Negara maka yang:mampu dan berwenang
mengadrh adalah Peradilan Tata usaha Negara; .

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas Badan Penyele-
saian Sengkeia Pajak {(BPSP) tidak mampu dan tidak berwenang memeriksa dan
mengadili perkara gugatan Penggugat tersebut yang nyata didasarkan kepada
perbuatan melawan hulum dan sewenang-wenang dari penguasa. Dan kemudian
sudilah kiranya yang terhormat Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta menjatubkan Putusan Penetapan sebagal berilat:

— Menolak Eksepst Absolut dari Tergugat I§ sampal dengan T‘ergugat IV

— Menyatakan -Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memenksa
dan mengadili gugatan Penggugat;
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— Melanjutkan pemeriksaan dan Peradilan perkara gugatan Penggugat;
— Menunda biaya perkara dalam putusan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan tanggapan Tergugat ter-
sebut di atas, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor :
025/G. TUN/1999/PTUN.JKT yang dxbacakan pada tanggal 19 Mei 1999 yang
amarmya sebagai berilat :

— Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;
— Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, dalam perkara ini;
- Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; -
. Menimbang, bahwa selanjutnya. Tergugat 1, H, 11 dan IV telah mengajukan

jawaban pokok perkara tanggal 26 Mei 1999, yang pada pokoknya sebagai
berikut :

]. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa sebagaimana disebutkan Penggugat dalam posita gugatan yang
megjadi obyek gugatan dalam perkara a guo adalah Surat Paksa yang
diterbitkan oleh Para Tergugat yaitu :

a. Surat-surat Paksa Tergugat I terdiri dari :

~ * Nomor : 5-181/WBC.04/KP. 04/1999 tanggal 19 Februari 1999;
* Nomeor : S-182/WBC.04/KP. 04/1999 tanggal 19 Februari 1999,
* Nomor : S-183/WBC.04/KP. 04/1999 tanggal 19 Februari 1999;
* Nomor : S-184/WBC.04/KP. 04/1999 tangga! 19 Februari 1999;

" b. Surat-surat Paksa Tergugat I terdiri dari:

* Nomor ; PAK-0L/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februari 1999;
* Nomor : PAK-02/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februari 1999;
* Nomor : PAK-03/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februari 1999;
¢. Surat-surat Paksa Tergugat IH terdiri dari :
* Nomor : 969/WBC.04/KP. 02/1999 tanggal 9 Februari 1999;
d. Surat-surat Paksa Tergugat IV terdiri dari :
~* Nomor : SP-0000182/WPJ.05/KP.0608/1999 tanggal 5 April 1999,

2. Bahwa Surat Paksa tersebut diterbitkan oleh Para Tergugat dalam rangka
melakukan penagihan Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai dan
Barang Mewah (PPnBM) kepada Penggugat in casu PT. Timor Putra

- Nasional (PT. TPN) berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 19
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, oleh karena

" Penggugat tidak memenuhi kewajlbannya meskipun " kepadanya telah
diberikan peringatan;

548 Yurisprudensi Mafikamah Agung R]



. -Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal -1 Undang-undang Nomor 19 Ta-

hun 1997, dengan tegas disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pajak
adalah “semua jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, ter-

- masuk Bea Masuk & Cukai dan Pajak yang dipungut Pemerintah Daerah
- menurut Perundang-undangan yang berlaku’;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang—undang Nomeor
19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa disebutkan

‘bahwa “Gugatan penanggung pajak terhadap jpelaksanaan Surat Paksa,

Sita dan Lelang hanya dapat diajukan kepada. Badan Penyelesaian Seng-
keta Pajak”. Oleh karena itn Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta tidak berwenang umtuk memeriksa dan mengadili gugatan

atas Surat Paksa, sebab gugatan tersebut merupakan kewenangan dari

Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) untuk memeriksa dan meng-
~adilinya (Kompetensi Absolut); .-..: .

.- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang—undang Nomor 17 Tahun

1997 - tentang -Badan Penyelesaian” Sengketa -Pajak, ' ditentikan bahwa
BPSP mempunyai tugas dan wewenang mesmeriksa dan-menmitus seng-

keta pajak, yaitu sengketa yang.dapat. diajukan .Banding atan gugatan
.kepada BPSP. Tugas dan wewenang BPSP tersebut berada-diluar tugas
.. dan wewenang Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa berdasarkan ketentiian Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan” Tata“ Usaha Negara“dinyatakan bahwa
“Dalam hal suatu Badan atat’ Pejabat “Tata "' UJsaha Negara diberi

+ wewenang oleh ataw berdasarkan peraturan’ perundang-undangan untuk

menyelesaikan secara adininistratif setigleta ‘Tata Ussha Negara tertentu,
maka sengketa Tata Usaha Negara. tersebut hams dlseiesaﬂcan melalui

upaya administratif yang tersedia”.

Dengan demikian . gugatan terhadap Surat Paksa yang cha;ukan oleh
Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah prema-
fur, karena gugatan aq quo harus ter]ebxh dahulu diajukan kepada BPSP;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas,'maka Tergugat I sampai dengan
Tergugat IV tetap berpendirian-bahwa gugatan salah ‘alamat, karena Peng-
gugat scharusnya mﬂngajukan ke Badan Penyelesalan Sengketa Pajak
(BPSP); -

1. Dalam Pokok Perkara :

1.

Bahwa Segaiaéesuat.t.l.yaﬁg 'diicemukakzﬁﬁ .dalaﬁi .ekse.péi di -atas mohon
dianggap termasuk pula dalam pokok perkara ini, dan selanjutnya Ter-
gugat I sampai dengan Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-

- dalil dalam gugatan Penggugat

Bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara a qio adalah Surat
Paksa yang diterbitkan.oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV se-
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bagaimana butir 4, 5, 6 dan 7 posita gugatan, namun seluruh dalil-dalil
Penggugat tidak dapat membuktikan terhadap hal-apa, adan peraturan
perundang-undangan mana yang bertentangan dengan penerbitan Surat
Paksa: tersebut. Olelv sebab itu, kami: mohon: kepada’ Majelis- Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara- Jakarta' untuk mengesampingkan dan

" menojak dalil-dalil Penggugat dalam perkara a quo;

. Bahwa Penggngat secara jelas dan tegas justru telah mengakui dalam
-butir 9:dan 10 posita: gugatannya bahwa Tergugat I sampai dengan Ter-

gugat IV menerbitkan Surat Paksa adalah sebagai pelaksanaan dan ber-
dasarkan’ Surat Menteri Keuangan Nomor 8.589/MK.01/1998 tanggal
13 November 1998 dan Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor

- 8.951/BC/1998 tanggal 18 November 1998 yang memerintabkan untuk

melakokan penagihan' Bea Masuk dan PPnBM atas nama Penggupat.
Hal ini sesuai dengan kewenangan Menteri Kevangan dan tugas serta
wewenang Tergugat | sampai dengan Tergugat. IV menwwt Undang-
undang Nomor- 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pa_;ak dengan Surat

.. Paksa dan Peraturan Pelaksanaannya;

Bahwa Pengpugat juga menegaskan, mengakui dan membenarkan Surat

- Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Surat Menteri Keuangan sebagai-
- mana butir 3 di atas; adalah: didasarkan pada Surat Menteri Perindus-
-frian: dan. Perdagangan Nomor- 824/MPP/8/1998 tanggal 7 Agustus

1998. Oleh karena itu Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Surat

... Menteti Keuangan tersebut-adalah sah dan sesuai dengan perundang-
. undangan yang berlaku dalam pelaksanaan penegakan hukum penaglhan

Bea dan Cukai dan PPnBM atas nama Penggugat;

Bahwa Penggugat telah’ mencampur aduken Keputusan Tata Usaha
Negara yang diterbitkan oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 1V

: dengan surat-surat yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan dan Direk-

tur Jenderal sebagai atasan Tergugat, sebagaimana tersurat dalam butir
12 dan butir 13 posita gugatan. Penggugat telah kebingungan dan secara
kabur (obscuur libel} mencari-cari alasan yang tidak.dikenal dalam hu-

. ‘kum administrasi pada umumnya dan hukum pajak pada khususnya, hal
- ini. dapat dimaklumi mengingat Penggugat sangat awam dan masih da-

lam taraf pemula di bidang hukum administrasi negara maupun hukum
pajak. Oleh sebab itu sudah scharusnyalah bahwa Majelis Hakim Peng-
adilan Tata Usaha Negara Jakarta mengesampingkan dan menoiak dalil-

- dalil Penggugat tersebut dalam butir 11 dan 12 p031tanya
* 'Bahwa dalam’ butir 14 dan15° posita gugatan,’ Penggngat memper-

masalabkan hubungan surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor 269/MPP/2/1998 dengan Surat’ Menteri Perindustrian dan

" Perdagangan Nomor 824/MPP/8/1998 maupun masalah DSB-WTO dan

IMF. Dalil tersebut adalah masalah intern Menteri Perindustrian dan
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Perdagangan dan tidak ada kaitannya dengan pokok sengketa yaitu Su-
rat Paksa, sehingga tidak perlu tanggapan apapun dari Tergugat I sam-
pai dengan Tergugat 1V. Seharusnya masalali tersebut diajukan kepada
Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan bukan kepada Tergugat |
sampai dengan Tergugat IV. Oleh karena:itu sekali lagi tidak perlu di-
.. tanggapi karena tidak relevan dengan pokok sengketa;-

7. - Bahwa surat Direktur Jenderal Bea dan Cukat Nomor 5.951/BC/1998
-+ yang didasarkan Surat’Menteri Keuangan Nomor :S.589/MK01/1999
adalah - sebagai tindak-lanjut. dari-Surat Menteri Perindustrian dan
Perdagangan:-Noraor 824/MPP/8/1999 -adalah - sahi” menurut hulkum,
‘karena tidak ada satupun’ instansi:yang menyatakan-bahiwa surat-surat
- tersebut tidak sah sampai saat ini. Demikian pula‘belum ada dan tidak
‘ada putusan Pengadilan yang menyatakan -bahwa  surat-surat tersebut
- dinyatakan tidek sah atan dibatalkan menurut hukum. Perihal anggapan
Penggugat yang picik dan sempit bahwa surat Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Nomor §24/MPP/8/1999 dengan -Surat Menieri Perindus-
trian dan Perdagangan sebelumnya hal tersebut tidak ada - kaitan dan
- relevansinya dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV karena hal
tersebut merupakan masalah Menteri Perindustrian- dan Perdagangan
yang tidak ada sangkut-pautnya dengan perkara a quo. -Demikian pula
dalil Penggugat dalam butir 16c posita gngatan yang secara salah me-
ngutip bunyi Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994
adalah tidak relevan dengan penerbitan Surat Paksa, karena keberatan
- atas pungutan PPnBM dapat diajukan: kepada Direktur Jenderal Pajak
_maupun Banding kepada BPSP. Masalah gugatan atas pelaksanaan Su-
rat Paksa hanyalah menguji aspek kebenaran dan keabsahan formal dari
Surat Paksa ite sendiri, dan tidak: menyangkut pengujian kebenaran

material dari utang Pajak dan Bea Masuk;

8. Bahwa Direktur Jenderal Bea dan Cukm secara admmlstratzf orgamsa—
‘toris dan yuridis adalah bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan,
jadi sudah sesuai menurut hukum tindakan Direktur Jenderal Bea dan
Cukai menerbitkan Surat Nomor S.951/BC/1998 tanggal 18 November
1998, yang selanjutnya diginakan oleh Tergugat I-sampai Tergugat II1
dalam melaksanakan penagihan Bea Masuk hingga diterbitkan Surat
Paksa. Hal ini sesuai dengan peratuian perundang-undangan yang ber-
laku bahwa yang bertanggung jawab’ atas pelaksanaan pemungutan Bea
Masuk adalah Menteri Kevangan, bukan Menteri dan Instansi dan Lem-

baga lainnya. Masalah tanggapan terhadap -interprestasi Penggugat
adanya pertentangan antara Surat Menteri Perindustrian dan Perdagang-
an yaig lama dengan yang baru, adalah tidak relevan dengan perkara a
gquo dan tidak perlu ditanggapi Tergugat | sampai dengan Tergugat IV
karena hal itu sekali lagi masalah intern Menteri Perindustrian dan
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Perdagangan. Seharusnya gugatan adanyd perientangan surat-surat ter-
sebut ditujukan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dan

-bukan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat I'V;

Bahwa dalam butir 19, 20 dan 21 posita gugatan, sekali lagi Penggugat
tidak dapat membuktikan dalam hal apa, atau aturan hukum mana Surat
Paksa oleh Tergugat I sampai denpan Tergugat IV telah bertentangan
dengan suatu penmndang-undangan yang berlaku. Penerbitan Surat
Paksa oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV adalah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlakn, yaitu Surat Paksa diterbit-
kan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan
tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat
Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis (vide Pasal 9
huruf a Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997). Berdasarkan bukti-
bukti yang ada dan sah menuwrut hukum serta diakui kebenarannya oleh
Penggugat, sebelum penerbitan Surat Paksa, Tergugat I sampai dengan
Tergugat V. masing-masing telah menerbitkan Surat Pemberitahuan
Kekurangan Pembayaran Bea Masuk dan pajak lainnya dalam rangka
impor (SPKPBM) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
dan ditindaklanjuti dengan penerbitan dan penyampaian Surat Teguran
kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa penerbitan surat-surat paksa @ quo, tidak terlepas dari pemberian
sebagaimana pembatasan Bea Masuk dan PPnBM berdasarkan Kepu-
tusan Presiden Nomor 42 Tahun 1996, Instruksi Presiden Nomor 2 Ta-
hun 1996, Keputusan Menteri Perindusirian dan Perdagangan Momor

- 31/MPP/SK/2/1996 tanggal 19 Februari 1996, Nomor 142/MPP/KEFR/

6/1996 tanggal 5 Juli"1996 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
82/MK.01/1996 tangpal 19 Februari 1996;

Bahwa pemberian fasilitas pembebasan Bea Masuk dan PPaBM dalam
ketentuan-ketentuan tersebut pada butir 10 di atas, dengan tegas diper-
syaratkan: 7 : . '
A, Dibuat di dalam negeri harus memenuhi syarat ;
* Pada akhir tahun pertama harus mencapai tingkat kandungan lo-
kal lebih besar dari 20%:;
* Pada akhir tahun kedua harus mencapai tingkat kandungan lokal
lebih besar dari 40%;

* Pada akhir tahun ketiga harus mencapai tingkat kandungan lokal
lebih besar dari 60%;

~ B. Dibuat di luar negeri harus memenuhi syarat menggunakan bagian
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dan perlengkapan buatan Indonesia dilakukan dengan cara imbal
beli sekurang-kurangnya 25% dari nilai CBU (nilai C dan F;
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Pencapaian tingkat kandungan lokal yang telah dicapai dan pemanfaatan
imbal beli akan diaudit oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan
yang dalam hal ini telah menunjuk PT. Sucofindo dengan Surat Direkiur
Jenderal Industri Logam Mesin dan Kimia Nomor 189/DL~ILMK/HI/
1996 tanggal 7 Maret 1996;

12. Bahwa berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.01/
1996 tanggal 19 Februari 1996, dengan tegas ditentukan apabila per-
syaratan vang ditentukan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Nomor 31/MPP/SK/02/1996 tanggal 19 Februari 1996 -
dak terpenuhi, maka Perusahaan Industri K.endaraan Bermotor Nasional
yang bersangkutan in casu PT. Timor Putra Nasional wajib membayar
pungutan impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
20 Tahun 1996, Nomor 36 Tahun 1996 dan Keputusan Menten Keuangan
Nomor 545/KMK.01/1963 tanggal 10 Juni 1993;

13. Bahwa faktanya, berdasarkan hasil verifikasi dan audlt pemantanan
yang dilakukan oleh PT. Sucefindo, untuk tahun pertama (Oktober 1596
sampai dengan September 1997) yang dilaporkan kepada Menteri Per-
industrian dan Perdagangan dengan Surat Nomor 44/DRU-VAVT/1998
tenggal 9 Januari 1998 dan Nomor 096/DRU-IJAVT/1998 tanggai 27
Januari 1998 yaitu :

“#* Untuk mobil rakltan Iuar negeri (eks }mpor CBU) 1mba1 beh hanya
sebesar USS 409,000,000 atau lmrang dari yang dipersyaratkan (USS
88,600,000,000);

*. Untuk mobil rakitan daiam negeri (eks CKD) Jokal’ kandungan
tertinggi yang dicapai sampai dengan Oktober 1997 (daiam satu-ta-
hun pertama) hanya 8,3%;

14. Bahwa oleh karena PT. Timor Putra Nasmnal tidak: dapat memenuhi
persyaratan pemberian fasilitas impot sebagaimana diatur di atas, maka
PT. Timor Putra Nasional wajib ‘inembayar ‘pungutan- impor :gesuaj
dengan ketentuan yang berlaku (vide Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 82/KMK.01/1996 tanggal 19 Februari 1996);

15. Bahwa PT. Timor Putra Nasional telah terlanjur menjual mobil yang
diimpornya tanpa memasukkan bea masuk dan pajak dalam rangka im-
por ke dalam harga jual, hal ifu merupakan kesalahan PT. Timor Putra
Nasional sendiri, vang dari awal telah salah perhitungan (over comvi-
dence/over estimate) akan kemampuan dalam memenuhi persyaratan
yang ditentukan. Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan
bahwa bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor dibebankan kepada
Pembeli mobil szor adalah dalil yang sangat tidak berdasar dan hanya
mengada—ada
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Berdasarkan trajan dan pertimbangan hukum di atas, terbuktilah bahwa dalil-
dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya adalah tidak benar,
oleh karena itu kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo berkenan mem-
berikan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut 1.

DALAM EKSEPSI : : .

1. Mencnma Eksepsz Tergugat 1 sampai dengan Tergugat IV;

2, Menyatakan bahwa Pengadilan. Tata, Usaha Negara J akarta tidak berwenang

. .untuk memeriksa dan mengadnh perkara gugatan yang dza_]ukan oleh Peng-

gugat; _

DALAM POKOK PERKARA 1

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sehwuhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini; _ _
Atau apabila Majelis. Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

. adilnya; . .

Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat tersebut, telah meng-
ajukan Replik tertanggal 2 Juni 1999 (lihat Berita Acara yang bersanghkutan),
yang untuk mempersinglkat putusan tidak akan dimasuldkan dalam uraian putusan
ini akan tetapi dianggap merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Pengpugat tersebut, Tergugat telah mengaju-
kan- Dupliknya- terfanggal 9 Juni. 1999, yang dengan alasan-alasan tersebut di
atas, juga tidak akan dicantwrnkan disini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di
persidangan telah mengajukan bukti berupa fofocopy surat-surat yang diberi
tanda P-1 sampai dengan P-43, bermeterai cukup, dan oleh Majelis Hakim telah
dicocokkan dengan bukti aslinya, sebagai berilut :

SURAT-SURAT BUKTI PENGGUGAT

1. Bukti P~1:
- Instruksi Presiden RI Momor 2 Tahun 1996 tanggal 19 Februari 1996 tentang
: Pembangunan Industri Mobil Nasional {forocopy dari fotocopy);

2. BuktiP-2: ) o

Keputusan, Presiden Rl Nomor 42 Tahun 1996 tanggal 4 Juni 1996 tentang
Pembuatan Mob;l Nasional {fotocopy dan fotocopy), :

3. Bukti P-3:

Keputusan Menteri Penggera‘x Dana Investasi/Ketua Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 02/SK/1996 tenggal 5 Maret 1996 tentang Penetapan PT.
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Timor Putra Nasional untuk membangun dan memproduksi mobil nasional
(fotocopy dari fotocopy);

Bukti P4 :

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rl Nomor 142/MPP/
Kep/6/1996 tanggal 5 Juni 1996 tentang Pembuatan Mobil Nasrona]
{fotocopy dari fotocopy); S

Bukti P-5:

Keputusan Menteri Keuangan Rl Nomor 4G4IKMK 01/1996 tanggai ? Juni
1996 tentang pembebasan bea masuk dan impor mobil dalam rangka pro-
gram mobil nasional (forocopy dari forocopy),

Bukti P—6:

Keputusan Presiden RI Nomor 20 Tahun 1998 tanggal 21 Jatinari 1998 ten-
tang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor:42 Tahun 1996 tentang pem—
buatan mobil nasional (forocopy dari forocopy); -

Bukii P-7 : '

Keputusan Menteri Perindustrian -dan-Perdagangan RI Nomor 269/MPP/
Kep/2/1998 tanggal 23 Februari ‘1998 perihal pembebasan Bea Masuk dan
PPnBEM ditanggung Pemerintah atas impor Sedan Timor CBU dan CKD
(fotocopy dari fotocopy);

Bukti P-8: T '
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Ri Nomor 362/MPP/
Kep/3/1998 tanggal 10 Maret 1998 perﬂlﬁi Perpajakan Mobil Timor,
(fotocapy dari ferocopy);

Bukti P-9: '
Keputusan Menteri Keuangan RI/ Direktur Jenderal Bea dan Cukal Nomor
S5.322/BC/1998 tanggal 23 Maret 1998 hal : pembebasan Bea Masuk dan

PPnBM ditanggung Pemerintah a.tas unpor Sedan Tnnor CBU dan CKD
{(fotocopy dari fotocopy);

10. Bukti P-10 :

I1.

Keputusan Menteri Keuangan RI/ Direktur Jenderal Bea dan Cukaa Nomor
824/MPP/8/1998 tanggal 7 Agustus 1998 perihal Mobﬁ Timor; (forocopy
dari fotocopy);

Bukti P-11 .
Surat Dircktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor S.951/BC/ 1998 tanggal 18
November 1998 perihal : Penagihan Bea Masuk dan Impor lamnya atas pe-

masukan mobil sedan Timor atas nama PT. Timor Pufra Nasional, (fotocopy
sesuai aslinya);
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12, Bukti P-12
Surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomer 1410/MPP/6/1996
tanggal 30 Juni 1996 tentang Pengakuan sebagai Importir Terdaftar/Agen
Tunggal (IT/AT) kendaraan bermotor, (fotocopy sesuai aslinya);

13. Bukti P13 :
Surat Menteri Keuangan Nomor $.589/MK.01/1998 tanggal 13 November
1998 hal : Penelitian dan Pemeriksaan pemenuhan kewajiban atas perolehan
fasilitas mobil nasional (fotocopy dari fotocopy); :

14, Bukti P-144A :
Surat Paksa Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Jakarta Nomor 181/
WRC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999, (fofocopy sesuai aslinya);
15, Bukti P-14B :
Surat Paksa Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Jakarta Nomor 182/
WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999, (fofocopy sesuai aslinya);
16. Bulti P-14C :
Surat Paksa Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Jakarta Nomor 183/
WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999, (fotocapy sesuai aslinya);
17. Bukti P-14D : '

Surat Paksa Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Jakarta Nomor 184/
WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999, {folocopy sesual aslinya);

18, Bukti P-15A : _
Surat Paksa Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok HI Nomor
PAK. 01/WBC.04/KP.03/199% tanggal 17 Februari 1999, (fotocopy sesuai
aslinya),

19, Bukti P-15B :
Surat Paksa Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III Nomor
PAK. 02/WBC.04/KP.03/1999 tanggal 19 Februari 1999, (fotocopy sesuai
aslinya);

20.Bukti P-15C
Surat Paksa Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok I Nomeor

PAK. 03/WBC.04/KP.03/1999 tanggal 19 Februari 1999, (fofocopy sesuai
aslinya);

21.Bukti P-16 :
Surat Paksa Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok II Nomor
$.969/ WBC.04/KP.02/1999, tanggal 9 Februari 1999, (fotocopy sesuai asli-

nya);
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22.Bukti P-17 :
Surat - Paksa Kantor.Pelayanan Pajak Jakarta. Tanah Abang. Nomor SP
00001 82/WPJ.05/KP.0608/1999 tangga} 5 Apr;i 1959, (fotocopy sesuai asli-
nyaj;

23. Bukti P-18 :
Surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Nomor. . 3012 tanggal 15
Agustus 1996 hal : Jaminan Bank .atas impor. 45.000 unit Mobil Timor,
(fotocopy dari fotocopy);

24. Bukii P-19 :
_Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-461/MK 01/ 1996 tanggal 23 Agusms
1996 hal : Jaminan Bank atas impor mobil Timor, (fotocopy dari forocopy);
25, Bulti P-20 :
Surat Menteri Perindustrian ..dan Perdagangan Nomor 3106/MPP/8/1996
. hal : Jaminan Bank, (ﬁ)tocopy sesuai aslx), :
26.Bukti P-21 ;: SR
Surat PT. Timor Putra Nasional kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea‘dan
Cukai Tipe A Tanjung Priok 1l Ref Nomor. 0219/Tek/Dirut/TPN/VIY 98,
tanggal -8 .Juli 1998, Perihal : Permohonan penarikan Bank. (Garansi,
{fotocopy dari fozocqpy) T O T
27.Bukti P-22 :

Surat PT,, Timor Putra Nasional kepada .Bank Bumi Daya Nomor 082/
DERKUWTPNNIIU% ‘tanggal :20 Agustus.1998,. Penhai -Pengembalian
Dokumen Bank Garansi, (fotocopy sesuai asli); . R .

28.Bukti P-23 :

FORMULIR A KHUSUS untuk penerbitan BPKB/STNK tangga} IS Maret
-1999 dengan Lampiran Pemberitahuan: Impor, Barang (PIB) telah distempel
KIHUSUS INPRES Nomor 2 Tahun 1996-oleh. Kantor Inspekm Bea Cukal
Tanjung Priok 11, (fotocopy sesuai asli); . vy

29, Bukii P24 .
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ, 5/1998 tanggal 2
Februari 1998, (fotocapy dari fotocopy)

30. Bukti P-25 : '

Surat Kepala Kantor Pelayanan Pa}ak Tanah Abang Noivor $-2079/WP1.05/
KP.0607/1998 tanggal 5 Juni 1998 Perihal : Himbauan untuk memungut dan
. menyetorkan PPnBM atas penyerahan Mobnas, (forocopy dari fotocopy);
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31.Bukti P-26 :
Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Tanah Abang Nomor S-6079/WP1.05/
KP.0607/1998 tanggal 17 November 1998 Perihal : himbauan pembayaran
PPN dan PPnf3M atas impor mobil Timor, (fotocepy sesuai aslinya);

32.Bukti P-27 :
Surat Paksa Kantor Pelayanan Pajak Tanah Abang Nomor SP-0000202/
WPI1.05/KP.0608/1999 tanggal 28 April 1999, {fotocopy sesuai aslinya);

33. Bukti P-28A
Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor S-691/BC.3/1996 tanggal 28 Juni 1996
* dengan lampiran Pemberitahuan Impor Barang/PIB (Stempei sesuai dengan
aslinya), (fotocopy dari fofocopy);

34. Bukti P~-28B
Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor 8-1009/BC.B/1996 tanggal 24 Septem-
ber 1996 dengan lampiran Pemberitahuan Impor Barang/PIB 2084 unit
{Stempel sesuai dengan aslinya), (fotecopy dari fotocopy),

35. Buldti P-28C
Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor 5-1148/BC.B/1996 tanggal 22 Oktober
1996 dengan lampiran Pemberitahuan Impor Barang/PIB 8 unit Sedan 8515
(Sternpel sesuai dengan aslinya), (forocopy dari fofocopy);

36. Bulkti P-28D

Surat Ditjen Bea dan Cukai Nomor S-1184/BC.3/1996 tanggai 31 Oktober
1996 " dengan iampxran Pemberitahuan Impor Barang/PIB 668 unit Sedan
S515 (Stempel sesuai dengan aslinya), (fotocopy dari fotocopy);

37 Bukti P-28E :
* Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor 8-1130/BC.3/1996 tanggal 12 Desenber
1996 dengan lampiran Pemberitahuan Impor Barang/PIB 1072 unit Sedan
‘8515 dan Lampiran Pemberitahuan Impor Barang/PIB 1394 unit ~Sedan
5515 (Stempel sesuai dengan aslinya), {fofocopy dari fotocopy);

38. Bukti P-28F
Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor S-1303/BC.3/1996 tanggal 04 Desember
1996 dengan lampiran Pemberitahuan Impor Barang/PIB 1835 unit Sedan
5515 dan Lampiran Pemberitahuan Impor Barang/PIB 634 unit Sedan 8515
(Stempel sesuai dengan aslinya), (fotocopy dari forocopy);

39. Buldi P-28G
Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor 8-29/BC.3/1997 tanggat 15 Januari 1997
dengan lampiran Pemberitahuan Impor Barang/PIB 1548 unit Sedan 8515
dan Lampiran Pemberitahuan Impor Barang/PIB 85 unit S515 (Stempel se-
suai dengan aslinya), (fotecopy dari fotocopy);
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40. Bukti P-28H
Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor S$-138/BC.3/1997 tanggal 05 Februari
1997 dengan lampiran Pemberitahuan Impor Barang/PIB 1382 unit Sedan
8515, (Stempel sesuai dengan aslinya), (fetocopy dari fotocopy);

41. Bukti P-281:
Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor S-224/BC.3/1997 tanggal 5 Maret 1997
dengan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang, (fofocopy dari fotocopy);

42, Bukti P-28}:

Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor $-330/BC.3/1997 tanggal 04 April 1997
dengan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang tanggal 31 Mei 1997 dan
tanggal 15 April 1997, (fotocopy dari fotocopy),

43. Bukti P-28K :

Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor 5-364/BC.3/1997 tanggal 14 April-1997
dengan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang tanggal i6 . Apl‘li 1997,
{fotocopy dari fotocopy);

44, Bukti P-28L

Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor S-458/BC.3/1997 tanggal 07 Mei 1997
dengan lampiran 2 (dua) Surat Persetujuan Pengeluaran Barang tanggal 14
Mei 1997, (fotocopy dari fotocopy), . .

45, Bukti P-28M :
Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor 8-579/BC.3/1997 tanggal 04 Juni 1997

dengan lampiran Pemberitahuan Impor Barang/PIB Definitif,. (fotocopy dari
Jotocopy);

46, Bukti P-28N :

Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor S-603/BC.3/1997 tanggal 06 Juni 1997
dengan lapiran 3 (tiga) Surat Persetujuan Pengeluaran Barang tangga} 19
Juni 1997, (fotocopy dari fotocopy);

47. Bukti P~280 :

Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor S-602/BC.3/1997 tanggal 06 Juni 1997
dengan lampiran Surat Persetujuan Pengeluaran Barang tanggal 5 Agustus
1997, (fotacopy dari forocopy);

48. Bukti P28P
Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor §-734/BC.3/1997 tanggal 02 Juli 1957
dengan lampiran Surat Persetujuan Pengeluaran Barang tanggal 25 Septcm-
ber 1997, (fotocopy dari fotocopy);
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49. Bukti P-28Q : :
- Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor $-729/BC.3/1997 tanggal 02 Juli 1997
dengan- lampiran 2 (dua) Surat Persetujuan Pengeluaran Barang tanggal 29
Januari 1998, (fotocopy dari fotocapy);

50. Bukti P-28R.
Surat Dirjen Bea dan’ Cukai Nomor 5-779/BC.3/1997 tanggal i1 Juh 1997
dengan lampiran Surat Persetujuan Pengeluaran Barang tanggal 29: Januari
1998, (fotocopy dari fotocopy);

51.Bukdi P-285
Surat Dirjenr Bea dan Cukai Nomor S-778/BC.3/ 1997 tanggal 11 Juli 1997
dengan lampiran Surat Persetujuan Pengeluaran Barang tanggal 29 Januari
1998, (forocopy dari fotocopy);

52. Bukti P-28T
Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor $-777/BC.3/1997 tanggal 11 Juh 1997
dengan lampiran Surat Persetujuan Pengeluaran Barang tanggal 12 Novem-
ber 1997, (fotocopy dari fotocopy),

53. Bukti P28 :

Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor 3- 823/BC 3/1997 tanggal 22 Juli 1997
dengan lampiran 3 (tiga) Surat Persetujuan Pengeluaran Barang tanggal 29
Januari 1998, (fotocopy dari fotocopy);

54. Bukti P28V :
Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor S-824/BC.3/1997 tanggal 22 3u11 1997
dengan lampiran Surat Persetujuan Pengeluaran Barang tanggal 01 Septem-
ber 1998, {fotocopy dari fotocopy);

55, Bulti P-28W ; -
Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor 5-825/BC.3/1997 tangga! 02 Juli 1997
dengan lampiran 2 (dua) Surat Persetujuan Pengeluaran Barang tanggal 12
Desember 1998, (fotocopy dari fotocopy);

56. Bukti P-28X ; : '
Surat Persetujuan Pengeluaran Barang tanggal 29 Januan 1998 Nomor P13 :
005327, Nomor : 005328, Nomor : 005329, Nomor : 005330.(asli pada Dir-
jen Bea dan Cukal), (fofocopy dari fotocopy);

57. Bukti P-29.:

‘Notulen pertemuan Kamlsar;s Utama PT. TPN bersama Bapak Memperm—
dag, Kamis tanggal 12 Februari 1998, (forocopy dari fotocopy);
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58.

59, '
© Surat Dirut PT. TPN kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tan-

Bukti P-30 '
‘Surat Dirut PT. TPN kepada Menteri Keuangan Nomor 0286/Dirut/TPN/X/

- 9% tanggal 12 Oktobéer 1998, Perihal : Penjelasan atas pemyataan Memper-
indag berilut tanda terima, (fotocopy sesuai asli);

Bukti P-31 :

“jung Priok II Nomaor 102/TPN/Dirkew/VIL/1998 tanggal 3 Desember 1998,

60, '
-~ Surat’ Dirut PT. TPN kepada Du'jen Bea dan Cikai Nomor 0016/TPN/

61.

63.

64.

65.

perihal : keberatan atas Surat Pemberitahuan kekurangan pembayatan bea
masuk, cukai, denda administrasi dan pajak dalam rangka impor (tembusan
dan tanda terima asli), (fotocopy sesusuai dengan aslinya);

Bukti P-32 :

DIRUT/II/1999 tanggal 8 Februari 1999, perihal : 'keberafan dtas Surat tegur-
an Nomor S-72/WBC.04/KP. 04/1999 dan S-73/WBC.04/KP.04/1999 tanda
terima asli, (fotocopy dari fotocopy);

Bukti P-33 :

Surat Dirat PT. TPN kepada Dirjen Bea dan Cukai Nomor 0001/ TPN/
DIRUT/1/1999 tanggal 4 Januari 1999, perihal : keberatan atas Surat teguran
Nomaor $-9424/WBC.04/KP.02/1998, (forocopy dari fotocopy), :

. Bukti P-34 ;

Surat Dirut PT. TPN kepada Dlr_]en Béd ‘dan ‘Cukai Nomor 0346/TPN/
DIRUT/XII/1998 tanggal 9 Desember 1998, perihal : keberatan atas surat
Pemberitahuan kelkurangan pembayaran bea masuk, cukai, denda adminis-
trasi dan pajak dalam rangka impor, (folocoPy sesuai aslinya); _

Bukti P-35 ' ' " ' S '

Surat Dirut PT. TPN kepada Kepaia Kantor Pe}ayanan Bea dan Cukai Tan-

jung Priok-1f Nomor 0020/Sekper/ Dirut/TPN/II/1999 tanggal 11 Februari

1999, perihal : Penolakan atas Sarat Paksa Nomor 969/WBC 04/KP:04/1999
{fotocopy sesusuai aslinya);

Bulai P-36

Surat Dirut PT. TPN kepada Dirjen Pajak Nomor 0084/KU/DIRUT/TPN/
V/99 tanggal 6 Mei 1999, perihal : Penolakan atas Surat Pakisa Namor SP-
0000202/ WPJ.05/KP.0608/1999, (fotocopy sesuai aslinya);

Bukti P-37 : :

Surat Dirut PT. TPN kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea-dan Cukal No-
mor 038/TPN/DIRUT/H/99 tanggal 25 Februari 1999, perihal @ Penolakan
atas Surat Paksa Nomor 8-181,-5-182, 8-183/WBC.04/KP.04/1999 dan Su-
rat Nomor 0055/ TPN/DIRUT/III1999 tangpal 22 Maret. 1999 dengan tanda
terima asli, {foiocopy sesuai aslinya);
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66. Bukti P-38 : .
Surat Dirut PT. TPN kepada Dirjen Pajak Nomor 0079/DIRUT/TPN/IV/
1999 tanggai 27 April 1999, perihal : keberatan atas surat teguran Nomor
0002071, 0020609/WEPT.05/KP.0608/1999, (forocopy dari fotocopy);

67. Bukti P-39 :
Surat Dirut PT. TPN kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe
A Tanjung Priok III Nomer 0037/TPN/DIRUT/I/99 tanggal 25 Februari
1999, perihal : Penolakan atas Surat Paksa Nomor PAK-01, 02 dan 03/
WBC.04/ KP.03/1999, (fotocopy sesuai aslinya);

68. Bukti P-40 :
Surat Dirat PT. TPHN kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai No-
mor 0355/ TPN/DIRUT/1/99 tanggal 30 Desember 1999, perihal : Keberatan
atas Surat pemberitahuan. kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, denda
administrasi dan pajak dalam rangka impor, (fotocopy dari fotocopy);

69. Bukti P-41 :

Report of the Panel World Trade Organization, Indonesia certain measur
affecting the automobile industry berikut terjernahan resmi bahasa Indonesia,

(fotocopy dari fotocopy);

70.Bukti P42 :
Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-588/MEK.01/1998 tanggal 13 Novem-
ber 1998 perihal: Penyelesaian fasilitas mobil nasional, (fotocopy dari foto-
copy);

71.Bukti P-43 :
Surat Kesatuan Aksi Penyelamat Persatuan Nasional kepada Dirjen Pajak
Nomeor 78/SPPH//VI/1999 tanggal 10 Juni 1999, (fofocopy dari forocopy),

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat di
persidangan telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang diberi
tanda T—1 sampai dengan T—23, bermeterai cukup, dan olch Majelis telah dico-
cokkan dengan bukti aslinya, sebagai berikut :

1, Bukti T-1:
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1996 tentang Petnbangunan Industri
Mobil Nasional, {fotocopy sesuai aslinya);

2. BuktiT-2:
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Pera-
turan Pemerintah Nomor 50 Tahun: 1964 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1963 tentang Pajak Penambahan Nilai Barang dan
‘Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, (forocopy sesuai aslinya);
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1a.

11,

Bukti T-3:
Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 31/MPP/

-SE/2/1996 tanggal 19 Februari 1996, (fotocopy dari fotocopy);

Bukti T-4:

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1996 tentang Pembuatan Mobxl Na-
sional, (sesuai dengan salinan);

Bukti T-5:

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK 01! 1996 tanggai 19 Februan
1996, (forocopy dari fotocopy);

. Bukti T-6:

Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasszetua Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 01/SK/1996 tanggal 27 Februari 1996
tentang Ketentuan Investasi Dalam Rangka Pervrujudan Pembangunan Indus-
1ri Mobil Nasmnai (f’otocopy sesual ashnya)

Bukti T-7:
Surat PT. Timor Putra Nas;onal kepada Menten Permdusman dan Perda-

gangan tanggal 28 Mei 1996 Peribal : Pengajuan Permohonan Izin Mempro-
dulksi/ Mengmpor Kendaraan Merek Timor S515, (fotocopy sesuai aslmya),

Bukti T-8:

Surat Keputusan Direktur Tenderal Industri Logam Mesm dan Kmna Nomor
003/SK/DI-ILMK/TI/1996 tanggal 7 Maret 1996 tentang Penunjukan® PT.
Superintending Company of Indonesia (SUCOFINDO) untuk ‘melaksanakan
verifikasi dan Post Audit Tingkat Kandungan Lokal Kendaraan Bermotor
Nasional, (forocopy dari fotdcapyy; - :

Bukti T-9:

Surat PT, SUCOFINDO kepada Dirjen Industri Logam Mesin dan Kimia
DEPPERINDAG Nomor 044/DRU-IAVT/SS tanggal 9 Januari 1998 perihal :
Audit Pemantauan mbal Beli Proyek Mobil Nasional, (fotocopy sesuai dengan
aslinya);

Bukti T-10 :

Surat Menteri Perindustrian dan. Perdagangan kepada Menteﬁ Keuangan
Nomor 824/MPP/8/1998 tanggal 7 Agusius 1998 perihal ; Mobll Timor,
{fotocopy sesnai dengan aslinya); : o

Bukti T-11 :

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1998 tanggal 21 Januan 1998 temang
Pencabuian Mobil Nasional, (sesuai dengan saiman aslz), =
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12. Bukti T-12 .
Keputusna Menteri Keuangan Nomor 19/KMK.01/1998 tentang Pencabutan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 404/KMK.01/1996 tentang Pembebas-
an Bea Masuk Afas Impor Mobil dalam rangka Program Mobil Nasional,
(fotocopy sesuzn dengan salinan);
13, Bukti T-13A
Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat 1 kepada Penggugat Nomor S-
181/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999, (fofocopy sesuai asli-
14, Bukti T-13B : _
Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat 1

kepada Penggupat Nomor S-181/WBC. O4/KP 04/1999 tanggai 23 Februari
1999 (fotocopy sesuai aslmya), '

15. Bukti T-13C :
Surat Pemberitahuan Piutang Pa_]ak dalam rangka Impor (SPKBM) dari Ter-

gugat 1 kepada Penggugat Nomor 126/WBC., 04/1{1’ 04/1998 tanggal 4 Fe-
* bruari 1998, (fotocopy sesual aslmya)

16. Bukti T-13D :

Surat Teguran darl Tergugat 1 kepada Penggugat Nomor 5- 75[WBC 04/KP.
04/ 1999 tanggat i5 Januarl 1999 (fotocopy sesuau aslmya)

17 Bukti T—IBE

Surat. Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk Denda Adminis-
trasi dan Pajak Dalam Rangka.Impor (SPEBM) dari Tergugat' ] kepada
Penggugat Nomor S-1326/WBC.04/KP.04/1998 tanggal 9 Desember 1998,
{fotocopy sesuai aslinya);

18. Bukti T-14A
Surat Paksa. yang dlterbitkan oleh Tergugat 1 kepada Penggugat Nomor S-
182/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999, {fotocopy sesuai asli-
nya);

19, Bukti T-14B :
. Berita Acara Pemberitahuan: Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat I

- kepada Penggugat Nomor S-132/WBC.04/KP.04/1999 taaggal 23 Februari
1999, (fotocopy sesuai aslinya);

20. Bulti T-14C

Surat- Pemberitzhuan - Piutang - Pajak- dalam rangka Impor dari Tergugat I
kepada Penggugat Nomor 125/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 4 Februari
1999, (fotocopy sesual aslinya);
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21, Bukti T-14D : .
Surat Teguran dari Tergugat I kepada Penggugat Nomor 5-73/WBC.04/KP,
04/1999 tanggal 15 Januari 1999, (fotocopy sesuai aslinya); - :

22.Bukti T-14E :

Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Denda Adminjs-
:trasi dan Pajak Dalam Rangka Impor .(SPKBM) dari ‘Tergugat I *kepada
+: Penggugat-Nomor S-1323/WBC.04/.KP.04/1998 tanggal 9 Desember 1998,
{fotocopy sesuai aslinya);

23.Bukti T-15A :
Surat Paksa yang .diterbitkan oleh Tergugat .1 Nomor S- }SBIWBC 04/
- KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999, (fotocapy sesuai aslinya); -

24. Bukti T-158 : o
Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa Nomor S-183/WBC. 04/[(13 04/
- 1999 tanggal 23 Februari 1999 (fomcopy sesuai aslmya), :

25. Bukti T-15C : - - "

Surat Pemberitahuan Piutang Pajak dalam rangka Impor dari Térgugat I
kepada Penggugat Nomor 123/’WBC 04/KP 04/]999 tanggai 4 Februan
1999, (fotocopy sesnai aslmya) :

26. Bukti T-15D o :
Surat Teguran: dari. Tergugat I kepada Penggugat Nomor S 72/WBC 04/1CP.
04/1999 tangpal 15 Jarman 1999 (foiocopy sesum ashnya),

27. Bukii T-15E":

Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk Denda Admmis-
trasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKBM) dari Tergugat I kepada
. Penggugat Nomor 3-1325/WBC.04/KP. 04/1998 tanggal 9 Desember 1998
{(fotocopy sesuai aslinya);

28. Bukti T-16A : ' .
Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat I kepada: Penggugat Nomor S-
184/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 :Februari 1999, -(fofocopy ‘sesuai asli-
nya);

29. Bukti T--16B :
Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa Nomor 8- 184/WBC 04[KP 04/ 1999
tanggal 23 Februari 1999, {(fotocopy sesuai aslinya);

30. Bukti T-16C '
Surat Pemberltahuan Plutang Pajak Daiam Rangka Impar darl Tergugat I

kepada' Penggugat. Nomor 124/WBC.04/KP.04/1998 . tanggai 4 Febman
1999, (fotocopy sesuai aslinya); : .
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31.Bukti T-16D :
Surat Teguran dari Tergugat I kepada Penggugat Nomor S-64/WBC.04/KP,
04/1999 tanggal 15 Januari 1999, (fotocopy sesuai aslinya};

32. Bukti T-16E :

- Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Denda Adminis-
trasi dan Pajak Dalam Rangka ‘Impor (SPKBM) dari Tergugat I kepada
Penggugat Nomor: $-1324/WBC.04/KP.04/1998 tangpal 9 Desember 1998,
{fotocopy sesuai aslinya);

33.Bukti T-17A :
Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat I kepada Penggugat Nomor
PAK-01/WBC.04/KP.03/1999 tanggal 17 Februari 1999, (fotocopy sesuai
aslinya);

34, Bukti T-17B : :
Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa Nomor S-01/WBC.04/KP.03/1999
tanggal 23 Februari 1999, (forocopy sesuai aslinya);

35, Bukti T-17C o '
Surat Teguran dari Tergugat I kepada Penggugat Nomor ST-575/WBC.04/
KP.03/1999 tanggal 11 Januari 1999, (fotocopy sesuai aslinya);

36, Bukti T-17D :
Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Denda Adminis-
trasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKBM) dari Tergugat II kepada
Penggugat Nomor SPKP-814/WBC.04/KP.03/1998 tanggal 7 Desember
1998, (forocopy sesuai asiinya); _

37, Bukti T-18A :
Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat 1 Nomor PAK-02/WBC.04/KP,
03/1999 tanggal 17 Februari 1999, (fotocopy sesuai aslinya);

38. Bukti T-18B :
Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa Nomor S-02/WBC.04/KP.03/1999
tanggal 23 Februari 1999, {fofocopy sesuai aslinya);

39, Bukti T-18C

Surat Teguran dari Tergugat 1 kepada Penggugat Nomor ST-576/WBC.04/
KP.03/1999 tanggal 11 Januari 1999, (fofocopy sesuai aslinya);

40, Bukti T-18D
Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Denda Adminis-
trasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKBM) dari Tergugat II kepada

Penggugat: Nomor SPKP-815/WBC.04/KP.03/1998 tanggal 7 Desember
1998, (fotocopy sesuai aslinya);
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41, Bukti T-19A
Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat 1l kepada Penggugat Nomor
PAK-03/WBC.04/KP.03/1999 tanggal 17 Februari 1999, (fotocopy sesuai
aslinya);

42, Bukti T-19B :

Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa Nomor S-03/WRBC. {WKP 03/ 1959
tanggal 23 Februari 1999, (folocopy sesuai aslinya);

43. Bukti T-19C :

Surat Teguran dari Tergugat II kepada Penggugat Nomor ST~S74/WBC 04/
KP.03/1999 tanggal 11 Januari 1999, (forocopy sesuai aslinya);

44 Bukti T-19D :

Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk Denda Admmis-
trasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKBM) dari Tergugat I kepada
Penggugat Nomor SPKP-516/WBC. 04/KP 03/1 998 tanggal '7 Desember
1998, (fotocopy sesual ashnya), '

45, Bukti T-20A :

Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat I kepada Penggugat Nomor S-
969!WBC 04/KP.02/1999 tanggaf 9 Februari 1999 {forocopy sesuai as!mya)

46. Bukt; T-20B :

Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa Nomm PAK 969/WBC 04/KP.
02/1999 tanggal 9 Februari 1999 (fofocopy sesuai ashnya)

47. Bukti T—2DC - '

Surat Pemberitahuan Kekurangau ?embayaran Bea Masuk Denda Admmls-
trasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKBM) dari Tergugat 1 kepada
Penggupat Nomor SPKP=1857/ WBC.04/KP: 02f1998 tanggal 26 November
1998, (fotocopy sesuai aslinya); '

48, Bukti T-20D : :

Surat Teguran dari Tergugat Il kepada Penggugat Nomor §- 9424/WBC.04/
KP.02/1999 tanggal 28 Desember 1999, (fotocopy sesuai aslinya);

49, Bukti T-21A ’
Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat I'V kepada Penggugat Nombr SPp-
0000182/WPJ.05/KP.0608/1999 tanggal 5 April 1999, (fotocopy sesum asli-
nya);

50, Bukti T-21B

Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa Nomor SP 0000182/WPL.05/
KP.0608/1999 tanggal 5 April 1999, (fotocopy sesuai aslinya);
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51.Bukti T-21C
Laporan Pelaksanaan Surat Paksa Nomor SP-0000182/WPJ.05/KP.0608/1999
tanggal 8 April 1999, (fotocopy sesuai aslinya);

52.Bukti T-21D

Surat Teguran dari Tergugat IV kepada Penggugat Nomor 0002030/
WPI.05/KP.0608/1999 tanggal 12 Maret 1999, (fofocopy sesuai aslinya);

52.Bukti T-21E :
Surat Teguran dari Tergugat [V kepada Penggugat Nomor 000203 IIWPJ 05/
KP.0608/ 1999 tanggal 12 Maret 1999, (fotocopy sesual asimya),

53.Bukti T-21F :

Surat Teguran dari Tergugat IV kepada Penggugat Nomor 0002032/
-+ WPJ.05/KP.0608/ E999-tanggal 12 Maret 1999, (fotocopy'sesuai aslinya);

54. Bukti T~‘72A
Surat Paksa yancr diterbitkan oleh Tergugat IV kepada Penggugat Nomor
0000202/WPJ.05/KP.0608/1999 tanggal 28 April 1999, (fotocopy sesuai
aslinya);

55.Bukti T-22B

Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa Nomor OOOOZOE/WPJ 05/KP.
0608/ 1999 tanggai 28 April 1999, (fotocopy sesuai aslinya);

56. Bukti T«-22C _ N _
Surat Teguran dari Tergugat IV kepada Penggugat Nomor 0002068/WPJ.
05/KP.0608/1999 tanggal 5 Aprﬂ 1999, (forocopy sesual as]mya),

57, Bukti T—22D

Surat I‘eouran dari. Tergugat v kepada Pengguga’{ Nomor 0002069/WP}.
05/KP.0608/1999 tanggal 5 April 1999, (fotocapy sesuai aslinya); -

57, Bukti T-22C
Surat. Teguran dari Tergugat 1V kepada Penggugat Nomor 0002071/WPI.
05/KP.0608/1999 tanggal 5 April 1999, (fotocopy sesuai aslinyay;

58. Bukti T-23 :

- Surat Dari PT. Saprotan kepada Menteri. Keuangan Nomor. DN.06/SPT/
111/1999 tanggal 11 Maret 1999 terihal Pemberitahuan, (fotocopy sesuai asli-
nya);

Mennnbang, bahwa dalam perkara ini para pihek tidak mengajukan bukti
“saksi;
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- Menimbang, bahwa pihak Penggugat.telah menyerahkan Kesimpulannya
tertanggal 12 Juli 1999, dau Para Tergugat juga menga)ukan Kesimpulannya -
tertanggal 12 Juli 1999;.

Menimbang, bahwa" sega!a ‘sesuaty yang' terjadx diper51dangan menunjuk -
pada Berita Acara Persidangan dan untuk mempersmgkat putusan dlanggap ter-
muat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa- akhlmya kedua betah pihak menyatakan bahwa mereka
tidak mengajukan: apa-apa lagi dalam ‘perkara ‘ini, dan selanjutnya mohoh pu--
tusan; c _ TR A

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut
di atas;

Menimbang, bahwa obyek gugatan perkara ini ‘adalah Surat Tata Usaha
Negara berupa ; e

1. Surat Paksa yang dlterbukan Tergugat I Kepaia Kantor Pelayanan Bea dan’
“Cukai TlpeAJakarta R

- Nomor : S- 181[WBC 04/1(}3 04/1999 tangga! 19 Febmar: I999
-~ Nomor : 5-182/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999,
- Nonior 5- 183/WBC 04/KP 04/1999 tanﬂgai 19 Febman 1999; .

—:Nomor : S-184/WBC.04/KP, 04/1999 tangbai 19 Februari 1999 (buktl P-
14D, T-16A, T- 16B),_:___ : S b ;

1L Surat Paksa yang dxterbltkan oleh Tergugat II I{epala Kantor Pelayanan Bea:
dan Cukai Tipe A Tanjung Priok 11 '
- Nomor : PAK-01/WBC.03/KP.04/1999 tanggal ] 17 Febmarl 1999
~ "Nomor : PAK-02/WBC.03/KP, 04/ 1999 tanggal 17 Febman 1999

— Nomor : PAK-03/WBC. 03/1@ 04/1999 tanggal 17 Febmarf 1999 (bﬁkﬁ P-
_15B,T-19A, T-19B); e

111.Surat Paksa yang dlterbatkan oieh Tergugat HE Kepaia Kan’sor Pe!ayanan Bea
dan Cukai Tipe A Tanjung Priok I ; :

- Nomot : 969/WBC.04/KP.02/ 1999 tanggal 9. ?ebmarl 1999 (bukti P-16
T-20A, T-20B); [ .

IV.Surat Paksa yang diterbitkah oleh Tergugat I Kepa}a Kantor Layanan Pajak
Jakarta Tanah Abang ; e
— Nomor : SP-0000182/WP]. OSIK_P 0608/ 1999 tanggai 5 Aprtl 1999

- Nomor ; SP-0000202/WPJ.05/KP.0608/1999 tanggal 28 Apnl 1999 (bukn
T-2A, T-22B); - T o
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- Menimbang, bahwa terhadap obyek gugatan Nomor 0000202/WPJ.04/KP.
0608/1999 - tersebut baru diajukan oleh’ Penggugat pada saat Replik karena
berkait dengan obyek gugatan lainnya dan terbitnya setelah gugatan ini diajukan,
menurut Majelis Hakim tindakan. tersebut d}bena.rkan sesuai Pasal 75 (1) Undang~
undang No. 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Tergugat telah mengajukan
eksepsi tersendiri tentang kewenangan mengadili dan lain-lain tertanggal 5 Mei
1999 dan dengan Putusan Sela Nomor 025/G.TUN/1999%/PTUN.JKT tanggal 19
Mei 1999 eksepsi tersebut telah diputus dengan amar ptitusain
— Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

— Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa,
_ mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam
‘perkara ini;
— Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini perlu
mengambil over semua pertimbangan dalam putusan sela tersebut dan untuk
mempersingkat putusan maka semua pertimbangan- pertunbangan yang termuat
dalam putusan sela tersebut dlanggap merupakan bag;an yang tidak terplsahkan
dalam putusan ini; :

Memrnbang, bahwa dalam surat ;awaban Tergugat tanggai 26 Mei 1999 juga
menguraikan tentang eksepsi yang pada pokoknya sama dengan eksepsi
tersendiri yang telah diajukan pada tanggal 5 Mei 1999 tersesbut dan telah di-
putus dengan putusan sela tanggat 19 Mei 1999, dengan demikian eksepsi dalam
jawaban tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh dan Majelis Hakim
hanya menunjuk pada Putusan Sela tanggal 19 Mel 1999 Nomor : 025/G. TUN/
1999/PTUN.JKT tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian seianjumya Majelis Hakim langsung
akan mempemmbangkan tentang pokok perkara

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Para Tergugat, rephk
duplik, bukti-bukti dan kesimpulan para pihak yang diajukan dalam perkara ini,
pokok permasalahan yang timbul yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah :

1. Adanya kebijakan pemerintah dalam pembebasan pencabutan pembebasan
* Pajak Mobil Timor, kapan tepatnya secara yuridis Pajak Mobll Tnnor terse-
but dibebankan kepada Penggugat?;

2. Dapatkah penarikan Pajak diberlalukan surut/mundur?;
3. Benarkah Surat Paksa yang dijadikan obyek gugatan perkara ini sesuai dengan
dua permasalahan tersebut di atas? - - -

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan memper-
timbangkan bukti-bukti yang diajukan kedua beiah pihak yang dianggap relevan
saja sesuai Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;
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Apabila dibuat di huar negeri disyaratkan menggunakan bagian dan perlengkap-
an buatan Indonesia dilakulkan dengan cara imbal beli sekarang-lur angnya 25%
dari nilai CBU (nilai C & F);

Menimbang, bahwa untuk kepentingan verifikasi tersebut Direktur_ Jenderal
Industri Logam Mesin dan Kimia dengan Surat Keputusan Nomor 003/SK/DJ-
ILME/II/1996 tanpgal 7 Maret 1996 telah menunjuk PT. SUPERTENDING
COMPANY OF INDONESIA- (SUCOFINDO) wntuk melakukan verifikasi dan
Post Audit tingkat kandungan lokal Kendaraan Bermotor Nasional ‘(bukti T-8);
dan selanjutnya PT. SUCOFINDO dengan surat yang ditijukan kepada Direktur
Jenderal Industri Logam Mesin dan Kimia Nomor : No. 044/DRU-VAVT/O8
tanggal 9 Januari 1999 perihal Verifikast dan audit pemanfaatan imbal balik
proyek Mobil Nasional dari- pembelian Mobil Timor asal Korea dilaksanakan
sejak tanggal 30 Juni 1997 sejumlah 29.727 unit dapat disimpulkan belum me-
menuhi syarat ketenfuan seperti yang terdapat pada Keputusan Menteri Perindus-
trian dan Perdagagangan Nomor : 142/MPP/Kep/6/1996 tanggai 5 Juni. 1996
{bukti T-9);

Menimbang, bahwa dsngan tidak mampu memenum syarat-syarat kandung-
an lokal tersebut memarut Tergugat dengan dasar Peraturan.Pemerintah Nomor
20 Tahun 1996 (bukti T-2).dan Keputusan menteri Kenangan Nomor :
82/KMK.01/1996 tanggal 19 Februari 1996, (bukn T-S) Penggugat d;wajlbkan
membayar pungutan impor yang terhutang; .

- Menimbang, bahwa dalam mengkaji permasalahan pajak - setelah adanya
pembekuan fasilitas pembebasan pajak sejak 2 Februari 1998 maka perhu diper-
timbangkan Surat Menteri Perdagangan Nomor 362/MPP/3/1998 tanggal 10
Maret 1998 perihal perpajakan Mobil Timor .yang ditwjukan kepada Presiden
Republik Indonesia yang intinya setelah melalakan pembicaraan dengan pihak
IMF di Jakarta pada prinsipnya IMF tidak keberatan tentang. pemberian fasilitas
pembebasan Bea Masuk bagi 15 000 it Mobil Timor ex zmpcr yang belum
terjual (bukti P-8); _

Menimbang, bahwa selam 1tu periu puia chcermati Surat Menteri Permdus—
trian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 269/MPP/2/1998 tanggal 23
Februari 1998 yang ditujukan kepada Menteri Kenangan Republik Indonesia
perihal : Pembebasan Bea Masuk dan PPnBM ditanggung pemerintah atas impor
mobil Sedan Timor CBU:dan CKD yang intinya berdasarkan kebijaksanaan ta-
hun 1998 fasilitas bea masuk dan PPnBM telah dihentikan dan berlaku efektif
mulai 2 Februari 1998 dan dengan tidak dlpenuhmya persyaratan sesuai dengan
kebijaksanaan tahun 1996 maka karena kebijaksanaan tahun . 1996 merupakan
komitmen pemerintah tentang pemberian fasilitas perpajakan bag: investor yang
memproduksi Mobil Naszona! maka dianggap PT. Timor Putra Nasional telah
memenuhi’ persyaratan kebijakan tahun 1996 sebagai kompensam keruglan
akibat kebijaksanaan tahun 1998 tersebut dengan demikian mengharap bantuan
Menteri Keuangan menerbitkan kebijaksanaan atas pemberian pembebasan bea
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masuk dan PPnBM ditanggung pemerintah bagi impor seluruh Mobil Sedan
Timor CRU yang dirakit di Korea sejumlah 39.727 unit dan selurch impor CKD
sehumlah 1.240 unit (buldi P-7);

‘Menimbang, bahwa selanjutnya Direktur Jenderal Bea dan Cukai menerbit-
kan Surat Momor 5.322/B(C/1998 tanggal 3 Maret 1998 yang ditujukan kepada
Kepala Kantor Inspeksi Tipe A DIBC Tanjung Priok 11 dan IH perihal pembeba-
san Bea Masuk dan PPaBM ditanggung pemerintah atas impor Mobil Sedan
Timor CBU dan CKD yang intinya menginstruksikan agar PPnBM dan Bea
Masuk atas 39.727 wnit CBU dan 1.240 unit CKD Mobil Timor dibebaskan
(bukti P-9);

Mepimbang, bahwa surat tersebuf dianulir oleh pejabat yang sama dengan
Surat Nomor 5.951/BC/1998 tanggal 18 November 1998 tentang Penagihan Bea
Masuk dan pungutan impor Iainnya atas pemasukan Mobil Sedan Timor atas
nama PT. Timor Putra Nasional yang ditujukan kepada :

Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok I dan III yang
intinva menginstroksikan untik memungut pajak bea masuk dan lainnya atas
39.727 unit Mobil Timor CBU dan 1.240 unit Mobil Timor CKD (bukti P-11);

Menimbang, bahwa dengan demikian ada ketidak konsistenan dalam per-
laloukan antara pejabat Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang menerbitkan Surat
MNomor 8.322/BC/1998 tanggal 23 Maret 1998 yang ditandatangani Sdr. SOE-
HARDIO dan Pejabat Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang baru yang mener-
bitkan Surat Nomor §.951/BC/1998 tanggal 18 Wovember 1998 yang ditanda-
tangani Sdr. MARTIONO HADIANTO (bukti P-9, P-11)

Menimbang, bahwa Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tanah Abang
dengan suratnya tertanggal 05 Juni 1998 Nomor 5.2079/WPJ.05/KP.0607/1998
perihal: himbauan untuk memungut PPnBM atas penyerahan Mobil Nasional
yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Bambang Heru Ismiarso, MA., dan ditujukan
kepada Direkiur PT. Timor Putra Masional, pada angka 3 diuraikan “Menurut
data pada tata usaha kami, Saudara (Penggugat dalam perkara ini) belum me-
mungut dan- menyetorkan PPnBM atas penyerahan Mobil Nasional terhitung
sejak | Februari 1998 oleh karenanya kami minta. Saudara untuk segera dan
menyetorkan PPnBM yang seharusnya Saudara pungut sesuai ketentuan tersebut
di atas (bukti P-5);- - :

Menimbang, bahwa surat tersebut menurut Majelis Hakim menunjukan pe-
ngakuan dengan jelas yang dilakukan Tergugat IV (Kepala Kantor Pelayanan
Pajak Jukarta Tanah Abang) kalau tunggakan pajak PT. Timor sebenarnya ada-
lah terhitung sejak tanggal 1 Februari 1998;

* Menimbang, bahwa PT. Timor meng-anggap perpajakan sebelum 1 Februari
1998 tidak ada permasalahan karena mobil-mobil tersebut telah dengan seksama
masuk Pelabuhan dan tidak ada permasalahan lebih lanjut karena dilengkapi
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dengan dolmen-dokumen perpa_}ak.an yang benar sesual dengan bukdi: P—?_SA
sampai dengan P-28X;

Menimbang, bahwa inenurut Majelis Halkim sangat tidak adil apabila irnpor
Mobil Timor mulai dengan pemasukan sejak tanggal 28 -Agistus 1996 sampai
dengan 30 Juni 1997 tidak pernah ada reaksi apapun dari petugas perpajakan
dan tiba-tiba pada tanggal 9 Januari 1998 PT. SUCOFINDO baru melakukan
verifikasi dan berikutnya pemeriniah melalui aparat pajak memungnt pajai ,
Mobil Timor dengan waktu mundur; :

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan di atas enumf Majehs' Hakim
Tergugat tidak begitu saja menarik Pajak Mobil Timor dengan perhitungan yang
tidak jelas karena dihitung mundur dari 2 Februari 1998 dan sebagai solusinya
perlu diadakan perhitungan kembali sesuai dengan aturan tersebut di gtas;”

Menimbang, bahwa dengan demikian Surat Paksa (obyek gsgaian) dalam
perkara ini, menurut Majelis Hakim adalah didasarkan pada perhitungan pajak
yang tidak jelas karena dihitung sejak awal masuknya Mobil Timor tanpa mem-
pertimbangkan lebih jauh adanya kebijakan-kebijakan pemerintah sesuai dengan
aturan yang mengatur fasilitas pajak Timor yang diberhentikan sejak 2 Februari
1998, hal demikian nampak Tergugat dalam melakukan tindakan perpajakan
terhadap Mobil Timor tidak didasarkan pada faktor hu}mm somata melam}\an
membias ke faktor-faktor lain dilvar hukum; :

Menimbang, bahwa dengan pertxm- ‘bangan 'iersebut di atas alasan Tergugat
memungut pajak bed masuk PPiBM dan PPN Mobil Timor kawna melanggar
ketentuan dan tidak dapat memeruli syardt sebagaimana yang ditetaplean
Menteri Perindustrian dan Perdagangan yalni kendungan komponen tokal 20%
tahun pertama adalah tidak dibenarkan karena permasalahannya menurut Majelis
Hakim lebih terfokus pada kebijakan menyeluruh yang. berkaltan dengan wakin
pembebanan pajak;

Menimbang, bahwa dengan semua permnbangan tersebut d1 atas:menusut
Majelis Hakim Tergugat telah mempergimakan Ecewenangazmya tidak dengan
seharusnya untuk tujuan lain' tidak ‘dengan dasat yuridis yang benar sehingga
merugikan Penggugat dengan menerbitkan obyek gogatan perkara ini, tindakan
tersebut dapat dikategorikan melanggar Pasal 53 (2)b Undang-undang Nomor 5
Tahun 1986, uniuk itu seluruh obyek gugatan tersebut patut dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa dengan demikian menwrut Majelis Hakim Penggugat
telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat tidek dapat mem-
buktikan dalil-dalil sangkalannya, untuk it gugatan Penggugat patut dikabulkan
selurulinya dan Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai hukum

Menimbang, bahwa dalam perkara ini patut dipertimbangkan adanya Surat
Menteri Pendayagunaan - Aparatur’ Negara tanggal 29 Mei 1991 Nomor
B.471/1/1991 perihal : Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Ussha Negara yang
ditujukan kepada para Pejabat Tinggi Negara, dimana pada pokolmya dicantum-
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kan bahwa Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat hendalmya mewmbaniu
kelancaran proses penyelesaian perkara gugatan dan melaksanakan putusan atau
penetapan Pengadilan Tata Usaba Negara dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini dibacakan, Ketua Pengadilan Tata
Usaha - Negara telah mengeluarkan penectapan Nomor 025/G.TUN/1999/
PTUN.JKT tanggal 31 Meret 1999 dan Majelis Hakim ielah pula mengeluarkan
Penetapan -Nomor 025/G.TUN/1999/PTUNJET tanggal 19 April 1999 dan
tanggal 3 Juni 1999 tentang penetapan penundaan obyek gugaten dan pelak-
sanaan lebih lanjut, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluuhnya maka
patut kiranya penetapan-penetapan tersebut: dinyatakan ietap sah. dan berlaku

selama proses perkara berlangsung sampai ada putusan Pangad:lan yang mem-
peroleh kekuatan hulum tetap;

MENMNGINGAT Pasal-pasal dalem Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan
aturan-aturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

— Mengabulkan gugatan Penggugat vatuk selurudmya;
-~ Menyatakan batal : '

Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat 1 :

a. Nomor S-181/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999;
b. Nomor 5-182/WBC.04/KP.04/1999 tanggai 19 Februari 1999;
c. Nomor S-183/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999;
d. Nomor 5-184/WBC.04/KP.04/1999 tanggal 19 Februari 1999;

Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat 11

a. Nomor : PAK-01/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februari 1999;
b. Nomor : PAK-02/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februari 1999,
c. Nomor : PAK-03/WBC.03/KP.04/1999 tanggal 17 Februari 1999,

" Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat 111 :

Nomor : 969/WBC.04/KP.02/1999 tanggal 9 Februari 1999;

Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat IV :

a. Nomor : SP-0000182/WPLO5/KP.0608/1999 tanggal 5 April 1999;
b, Nomor : SP-0000202/WPJ.05/KP.0608/1999 tanggal 28 April 1999,

~ Memerintahkan Para Tergugat untuk mencabut objek gugatan Penggugat ter-
sebu‘i diatas;

- Menyatakan :

a, Penetapan Ketu't Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 025/
G.TUN/1999/PTUNAKT tanggal 31 Maret 1999,
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b. Penetapan Majelis Hakim Nomor 025/G. TUN/1999/PTUN/IKT tangpal
19 April 1999;

¢. Penetapan Majelis Hakim Nomor 025/G. TUN/199%/PTUN/JKT tanggal 3
Juni 1999;

Tetap sah dan berlaku selama proses perkara berlangsung sampai ada putusan
Pengadilan yang memperoleh kekuatan hulcum tetap;

— Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara secara bersama-sama

yang sampai putusan ini divcapkan diperhitungkan sebesar Rp.89.000,-
(delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari KAMIS, tanggal 15 Juli 1999, oleh kami M. ARIF NURDU’A, SH., scha-
gal Hakim Ketva Majelis, dan I3 SUDARYONO, SH. serta MUSTAHDI, SH.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam per-
sidangan yang dinyatakan terbuka untuk wmam pada hari SENIN, tanggal 19 Juli
1999, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu DIDIK HARI WASITO,
8H., sebagai Penitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa
Tergugat I, Tergugat 11, Tergugat 11} dan Kuasa Tergugat 1V,

HAKIM KETUA MAIJELIS,
ttd.
M. ARIF NURDU'A, SH.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :
ttd.
1. 1§ SUDARYONO, SH.
tid,
2. MUSTAHDI SH.

BIAYA PERKARA :

- Biaya Administrasi Kepaniteraan
dan Panggilan-panggilan Rp. 84.000,-

— Biaya Redaksi ....oceneeee Rp. 3.000,-
— Biaya Meterai ......co.o..... Rp, 2.000.-
Jumlah oo Rp. 89.000,-

{delapan puluh sembilan ribu rupiah)
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